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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah”. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya pada daerah otonomi baru yang masih dalam tahap penataan birokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan dalam penguatan disiplin kerja aparatur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural dan ASN yang berada di lingkungan instansi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN dilakukan melalui pembinaan disiplin kerja, pengawasan kehadiran, pemberian sanksi dan penghargaan, serta pengembangan kompetensi pegawai. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pengawasan, serta adaptasi ASN terhadap sistem kerja baru di Provinsi Papua Tengah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penguatan sistem pengawasan berbasis digital, peningkatan intensitas pembinaan, serta peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan.
Kata kunci: manajemen kepegawaian, kedisiplinan ASN, pengawasan, pembinaan pegawai, Papua Tengah
	



ABSTRACT
This study is entitled “Civil Service Management Efforts in Improving the Discipline of Civil Servants at the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade of Central Papua Province.” The background of this research is based on the importance of Civil Servant (ASN) discipline in supporting the effectiveness of government administration and public services, particularly in a newly established autonomous region that is still in the process of bureaucratic structuring. The problem addressed in this study is how civil service management efforts are implemented to improve ASN discipline and what factors influence their implementation.
This study aims to analyze civil service management efforts in improving ASN discipline within the Department of Cooperatives, SMEs, Industry, and Trade of Central Papua Province, as well as to identify obstacles and possible solutions in strengthening employee discipline. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation study. The informants consisted of structural officials and civil servants within the related institution.
The results of the study indicate that civil service management efforts to improve ASN discipline are carried out through work discipline coaching, attendance supervision, reward and punishment systems, and employee competency development. However, the implementation of these efforts still faces several challenges, such as limited human resources, suboptimal supervision, and adaptation issues of civil servants to new working systems in Central Papua Province. Efforts to overcome these challenges include strengthening digital-based supervision systems, increasing the intensity of coaching, and improving ASN capacity through continuous training.
Keywords: civil service management, ASN discipline, supervision, employee development, Central Papua
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sumber daya manusia aparatur merupakan aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Keberhasilan suatu organisasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, sarana prasarana, maupun regulasi, tetapi juga oleh kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. ASN dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta kedisiplinan yang tinggi agar mampu memberikan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kedisiplinan ASN. Disiplin merupakan bentuk kepatuhan pegawai terhadap seluruh ketentuan yang berlaku, baik mengenai jam kerja, pelaksanaan tugas, etika pelayanan, maupun tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kedisiplinan yang tinggi akan menciptakan budaya kerja yang produktif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, rendahnya disiplin pegawai akan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, rendahnya produktivitas organisasi, keterlambatan pelaksanaan program, dan tidak tercapainya target pembangunan daerah.
Dalam birokrasi modern, peningkatan kedisiplinan ASN tidak dapat dipisahkan dari penerapan manajemen kepegawaian yang efektif. Manajemen kepegawaian merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, pembinaan karier, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, serta pembinaan dan penegakan disiplin. Melalui manajemen kepegawaian yang baik, organisasi mampu menciptakan sistem kerja yang adil, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pegawai.
Secara normatif, pengelolaan disiplin ASN telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan. Penegakan disiplin tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengembangan kompetensi, dan pembentukan budaya organisasi yang mendukung peningkatan kinerja. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi manajemen kepegawaian sangat menentukan tingkat kedisiplinan ASN dalam suatu organisasi.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian memiliki hubungan yang erat dengan disiplin kerja ASN. Pengembangan kompetensi, kepemimpinan, sistem pengawasan, evaluasi kinerja, serta pemberian penghargaan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku disiplin pegawai. Organisasi yang mampu menerapkan sistem manajemen kepegawaian secara konsisten cenderung memiliki tingkat disiplin dan kinerja yang lebih baik dibandingkan organisasi yang belum memiliki sistem pembinaan yang terstruktur.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui pembinaan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan daya saing industri, perlindungan konsumen, stabilisasi harga, serta pengawasan perdagangan. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat bergantung pada kualitas dan kedisiplinan ASN yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Pencapaian indikator-indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen kepegawaian dan tingkat kedisiplinan ASN. Pegawai yang hadir tepat waktu, melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta memiliki tanggung jawab yang tinggi akan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target organisasi.
Namun demikian, berdasarkan observasi awal di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah masih dijumpai beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi disiplin ASN belum sepenuhnya optimal. Beberapa pegawai masih menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap jam kerja yang belum konsisten, penyelesaian pekerjaan yang belum tepat waktu, koordinasi antarbidang yang belum maksimal, serta belum meratanya pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, sebagai provinsi baru, proses penataan organisasi, redistribusi pegawai, dan penyesuaian sistem administrasi kepegawaian masih terus berlangsung sehingga memengaruhi efektivitas pengelolaan ASN.
Penelitian ini dipilih karena terdapat kesenjangan antara target organisasi yang menuntut pencapaian kinerja tinggi dengan kondisi empiris pelaksanaan disiplin ASN di lapangan. Di satu sisi, instansi dituntut menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai seluruh indikator kinerja organisasi, namun di sisi lain masih terdapat tantangan dalam pembinaan disiplin, pengawasan, pengembangan kompetensi, serta penguatan budaya kerja aparatur. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana upaya manajemen kepegawaian dilaksanakan dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
Alasan lain yang mendasari pemilihan penelitian ini adalah karena Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu OPD strategis yang berperan langsung dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Keberhasilan pembinaan koperasi, pengembangan UMKM, peningkatan industri lokal, serta pengawasan perdagangan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatur yang dimiliki. Oleh sebab itu, peningkatan kedisiplinan ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Di sisi lain, kualitas tata kelola organisasi dinilai melalui capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan tingkat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pelayanan kepada masyarakat juga diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sedangkan efektivitas fungsi pengawasan tercermin dari persentase penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan internal maupun eksternal. Tidak kalah penting, kualitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur diukur melalui persentase kehadiran ASN, tingkat kepatuhan terhadap jam kerja, serta tingkat pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai indikator utama produktivitas dan disiplin kerja aparatur.
Seluruh indikator tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas manajemen kepegawaian. Pencapaian target organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran dan program kerja, tetapi juga sangat ditentukan oleh tingkat kedisiplinan, profesionalisme, kompetensi, dan komitmen ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan manajemen kepegawaian, maka semakin besar pula peluang organisasi untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Dalam penelitian ini, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dianalisis melalui sejumlah indikator yang menggambarkan perilaku kerja dan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Indikator tersebut meliputi kepatuhan terhadap jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tingkat kehadiran pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik ASN sebagai pedoman perilaku aparatur negara. Selain itu, kedisiplinan juga tercermin dari ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan, serta kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan kebijakan pimpinan sesuai dengan mekanisme organisasi.
Lebih lanjut, penelitian ini juga menilai komitmen ASN dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah konsistensi pegawai dalam menyusun dan mencapai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai ukuran kinerja individu, partisipasi dalam kegiatan pembinaan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas profesional, serta kepatuhan dalam memanfaatkan sistem administrasi kepegawaian sebagai bagian dari penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Keseluruhan indikator tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kedisiplinan ASN sekaligus mengidentifikasi sejauh mana upaya manajemen kepegawaian berkontribusi terhadap peningkatan disiplin kerja aparatur di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
2. Bagaimana upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kompetensi ASN di instansi tersebut?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui dan menganalisis upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kompetensi ASN.
3. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kepegawaian.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
1. Menambah kajian ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik.
2. Menjadi referensi penelitian selanjutnya.
Manfaat Praktis
1. Sebagai masukan bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
2. Menjadi bahan evaluasi kebijakan kepegawaian daerah.
3. Mendorong peningkatan disiplin dan kompetensi ASN.










BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Konsep Manajemen Kepegawaian
2.1.1 Pengertian Manajemen Kepegawaian
Manajemen kepegawaian merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan pegawai dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam sektor pemerintahan, manajemen kepegawaian diarahkan pada pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, dan kinerja tinggi dalam memberikan pelayanan publik.
Menurut pendekatan administrasi publik, manajemen kepegawaian mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan pegawai, penempatan, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, hingga penegakan disiplin. Manajemen kepegawaian yang baik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi modern dan berdaya saing.
Secara normatif, pengaturan terbaru mengenai manajemen ASN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. 
Dengan demikian, manajemen kepegawaian dapat dipahami sebagai upaya strategis organisasi pemerintah dalam mengelola pegawai secara profesional agar tujuan pemerintahan dan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal.
2.1.2 Fungsi Manajemen Kepegawaian
Fungsi manajemen kepegawaian meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:
a. Perencanaan Pegawai
Perencanaan pegawai adalah proses menentukan kebutuhan jumlah, kualitas, dan jenis pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan ini penting agar instansi memiliki SDM yang cukup dan sesuai kompetensi jabatan. Dalam UU ASN terbaru, penetapan kebutuhan ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 
b. Rekrutmen
Rekrutmen merupakan proses pengadaan pegawai melalui seleksi yang transparan, objektif, dan kompetitif. Dalam sistem ASN, rekrutmen dilakukan untuk memperoleh PNS maupun PPPK sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Rekrutmen berbasis merit bertujuan memperoleh pegawai berkualitas dan profesional.
c. Penempatan
Penempatan pegawai adalah proses menempatkan ASN pada jabatan yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Prinsip the right man on the right place sangat penting agar pegawai mampu bekerja maksimal.
d. Pengembangan SDM
Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, coaching, dan pengembangan karier. Pengembangan kompetensi ASN menjadi kewajiban instansi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pegawai menghadapi perubahan organisasi dan digitalisasi birokrasi. UU ASN 2023 menegaskan pentingnya transformasi manajemen ASN dan penguatan kompetensi pegawai. 
e. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan proses evaluasi atas hasil kerja pegawai berdasarkan target, capaian, perilaku kerja, dan kontribusi terhadap organisasi. Sistem penilaian kinerja ASN saat ini diarahkan berbasis hasil kerja dan produktivitas, bukan sekadar kehadiran.
f. Disiplin Pegawai
Disiplin pegawai adalah kesanggupan ASN menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terbaru mengenai disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur kewajiban, larangan, dan jenis hukuman disiplin bagi PNS. 
Disiplin kerja mencakup ketepatan waktu hadir, kepatuhan terhadap jam kerja, pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab, serta menjaga etika kerja.
g. Mutasi dan Promosi
Mutasi adalah perpindahan pegawai dari satu jabatan atau unit kerja ke unit lain berdasarkan kebutuhan organisasi. Promosi adalah kenaikan jabatan yang diberikan kepada pegawai berprestasi dan memenuhi syarat kompetensi. Dalam sistem merit, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan karena kedekatan personal.
2.1.3 Regulasi Terbaru yang Relevan dengan Manajemen Kepegawaian
Beberapa regulasi terbaru yang relevan dalam penelitian ini antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Mengatur sistem merit, manajemen ASN, pengembangan karier, digitalisasi manajemen ASN, dan penataan pegawai non-ASN. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Mengatur kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.. Mengatur manajemen karier, promosi, mutasi, dan pengembangan PNS.
4. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021. Mengatur teknis penegakan disiplin PNS. 
2.1.4 Relevansi dengan Penelitian
Dalam konteks penelitian ini, manajemen kepegawaian menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Melalui perencanaan pegawai yang tepat, pembinaan disiplin, penilaian kinerja objektif, dan pengembangan kompetensi, diharapkan ASN mampu bekerja lebih profesional dan produktif. Oleh sebab itu, keberhasilan manajemen kepegawaian akan sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan program pembangunan ekonomi daerah.
2.2 Konsep Kedisiplinan ASN
2.2.1 Pengertian Disiplin Kerja
Disiplin kerja merupakan sikap, perilaku, dan kesanggupan pegawai untuk menaati seluruh kewajiban serta menghindari larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan organisasi maupun ketentuan perundang-undangan. Disiplin menjadi unsur penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab, kepatuhan, dan efektivitas kerja pegawai.
Dalam organisasi pemerintahan, disiplin kerja ASN diartikan sebagai kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap jam kerja, tata tertib kantor, pelaksanaan tugas kedinasan, etika jabatan, serta aturan hukum yang berlaku. ASN yang disiplin akan menunjukkan komitmen terhadap tugas, bekerja sesuai prosedur, dan memberikan pelayanan publik secara profesional.
Disiplin ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi ini menjadi dasar hukum pembinaan dan penegakan disiplin bagi ASN di instansi pemerintah.
Disiplin kerja sangat penting karena berpengaruh terhadap produktivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pemerintahan. Tanpa disiplin, pekerjaan akan terhambat, koordinasi menjadi lemah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun.
2.2.2 Bentuk Disiplin ASN
Disiplin ASN dapat dilihat melalui beberapa bentuk perilaku kerja sebagai berikut:
a. Disiplin Waktu
Disiplin waktu adalah kepatuhan pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang berlaku, meliputi ketepatan waktu hadir, kepatuhan terhadap jam masuk dan pulang kantor, serta penggunaan waktu kerja secara efektif. Pegawai yang memiliki disiplin waktu tidak datang terlambat, tidak meninggalkan tugas tanpa izin, dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Dalam birokrasi modern, disiplin waktu sering diukur melalui sistem absensi elektronik, presensi digital, dan capaian target kerja harian. Ketepatan waktu menjadi indikator dasar profesionalisme ASN.
b. Disiplin Administrasi
Disiplin administrasi adalah kepatuhan ASN dalam melaksanakan prosedur, tata naskah dinas, penyusunan laporan, pengarsipan dokumen, penggunaan surat menyurat resmi, serta penyelesaian tugas administrasi sesuai aturan yang berlaku.
Pegawai yang memiliki disiplin administrasi akan bekerja tertib, cermat, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Ketidakdisiplinan administrasi dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan, kesalahan data, dan lemahnya akuntabilitas instansi.
c. Disiplin Perilaku Kerja
Disiplin perilaku kerja berkaitan dengan sikap dan etika ASN dalam melaksanakan tugas. Bentuknya antara lain sopan santun, tanggung jawab, loyalitas terhadap organisasi, kerja sama tim, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat.
ASN sebagai pelayan publik dituntut menunjukkan perilaku profesional, netral, jujur, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Disiplin perilaku kerja menjadi cerminan budaya kerja birokrasi yang sehat.
2.2.3 Faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja
Tingkat disiplin kerja ASN dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, antara lain:
a. Kepemimpinan
Pimpinan yang tegas, adil, dan menjadi teladan akan mendorong pegawai lebih disiplin. Sebaliknya, pimpinan yang lemah dalam pengawasan cenderung menyebabkan menurunnya disiplin kerja.
b. Sistem Pengawasan
Pengawasan yang rutin dan konsisten, baik melalui absensi elektronik, evaluasi kerja, maupun kontrol langsung, dapat meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap aturan.
c. Motivasi Kerja
Pegawai yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih disiplin karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan organisasi.
d. Reward dan Punishment
Pemberian penghargaan bagi pegawai disiplin serta sanksi bagi pelanggaran disiplin akan menciptakan efek dorong dan efek jera. Sistem ini penting dalam pembinaan ASN.
e. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja yang nyaman, tertib, dan mendukung produktivitas akan meningkatkan semangat serta kedisiplinan pegawai.
f. Kompetensi Pegawai
Pegawai yang memahami tugas dan memiliki kemampuan memadai cenderung lebih tertib dalam bekerja. Sebaliknya, kurangnya kompetensi dapat menimbulkan keterlambatan dan rendahnya tanggung jawab kerja.
g. Budaya Organisasi
Budaya kerja yang menanamkan nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik akan membentuk perilaku disiplin di kalangan ASN.
2.2.4 Relevansi dengan Penelitian
Dalam penelitian ini, konsep kedisiplinan ASN menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana upaya manajemen kepegawaian mampu meningkatkan kepatuhan pegawai di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Bentuk disiplin yang akan dikaji meliputi disiplin waktu, disiplin administrasi, dan disiplin perilaku kerja, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan meningkatnya kedisiplinan ASN, diharapkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
2.3 Konsep Kompetensi ASN
2.3.1 Pengertian Kompetensi
Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku kerja yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan secara profesional, efektif, dan bertanggung jawab. Kompetensi menjadi unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia karena menentukan kemampuan pegawai dalam mencapai target organisasi.
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), kompetensi diartikan sebagai kemampuan ASN yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tuntutan jabatan. ASN yang kompeten mampu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
Pengembangan kompetensi ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, yaitu kebijakan yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan dasar utama dalam penempatan, promosi, dan pengembangan karier ASN.
Kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga menyangkut etika kerja, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi ASN menjadi kebutuhan penting dalam reformasi birokrasi modern.
2.3.2 Jenis Kompetensi ASN
Berdasarkan ketentuan manajemen ASN, kompetensi pegawai dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:
a. Kompetensi Teknis
Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berkaitan langsung dengan bidang tugas atau jabatan tertentu. Kompetensi ini diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, kursus, serta pengalaman kerja.
kompetensi teknis ASN antara lain:
1. Kemampuan menyusun program kerja dan laporan.
2. Penguasaan administrasi pemerintahan.
3. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan aplikasi perkantoran.
4. Pemahaman regulasi sesuai bidang kerja.
5. Kemampuan teknis sesuai tugas instansi, seperti pembinaan koperasi, perdagangan, atau perindustrian.
Bagi pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, kompetensi teknis sangat diperlukan agar mampu melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara efektif.
b. Kompetensi Manajerial
Kompetensi manajerial adalah kemampuan ASN dalam memimpin, mengelola pekerjaan, mengambil keputusan, membangun kerja sama, serta mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Kompetensi ini umumnya dibutuhkan terutama pada pejabat struktural maupun pegawai yang memiliki tanggung jawab koordinatif.
kompetensi manajerial meliputi:
1. Kepemimpinan.
2. Perencanaan kerja.
3. Pengambilan keputusan.
4. Pengawasan dan evaluasi.
5. Manajemen konflik.
6. Kemampuan komunikasi organisasi.
ASN yang memiliki kompetensi manajerial baik akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan produktif.

c. Kompetensi Sosial Kultural
Kompetensi sosial kultural adalah kemampuan ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, memahami nilai budaya lokal, menjunjung toleransi, serta mampu bekerja sama dengan berbagai kelompok sosial.
Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat menuntut ASN memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Kompetensi sosial kultural sangat penting terutama bagi ASN yang bertugas di daerah dengan karakteristik budaya yang kuat, termasuk di Papua Tengah.
kompetensi sosial kultural antara lain:
1. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat lokal.
2. Menghargai adat dan budaya setempat.
3. Membangun hubungan kerja harmonis.
4. Bersikap inklusif dan tidak diskriminatif.
5. Menyesuaikan pelayanan dengan kondisi sosial masyarakat.
2.3.3 Pentingnya Kompetensi dalam Pelayanan Publik
Kompetensi ASN memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. ASN merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur yang menjalankannya.
Beberapa alasan pentingnya kompetensi ASN dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:


a. Meningkatkan Efektivitas Kerja
ASN yang kompeten mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat, dan sesuai prosedur sehingga pelayanan menjadi lebih efisien.
b. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
Pegawai yang memiliki kompetensi akan bekerja berdasarkan standar kerja, etika profesi, dan tanggung jawab jabatan.
c. Mendorong Inovasi Pelayanan
Kompetensi yang baik mendorong ASN mampu menciptakan inovasi pelayanan berbasis teknologi dan kebutuhan masyarakat.
d. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Pelayanan yang cepat, ramah, tepat, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
e. Mendukung Reformasi Birokrasi
Pemerintah modern membutuhkan ASN yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting reformasi birokrasi nasional.
2.3.4 Regulasi Terbaru yang Relevan
Beberapa regulasi yang berkaitan dengan kompetensi ASN antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara – menegaskan sistem merit berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS – mengatur pengembangan kompetensi dan karier PNS.
3. Peraturan LAN RI tentang pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, dan pelatihan teknis.
2.3.5 Relevansi dengan Penelitian
Dalam penelitian ini, kompetensi ASN menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana manajemen kepegawaian dapat meningkatkan kualitas pegawai di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sangat dibutuhkan agar ASN mampu bekerja disiplin, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kompetensi yang baik, program pembangunan ekonomi daerah dapat dilaksanakan secara optimal.
2.4 Upaya Peningkatan Disiplin dan Kompetensi ASN
Peningkatan disiplin dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, produktif, dan berorientasi pelayanan publik. Disiplin yang tinggi akan mendorong kepatuhan terhadap aturan kerja, sedangkan kompetensi yang baik akan meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas secara efektif. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu melakukan berbagai upaya strategis secara berkelanjutan.
Dalam konteks manajemen kepegawaian, peningkatan disiplin dan kompetensi ASN dapat dilakukan melalui pembinaan internal, pengembangan kapasitas, sistem evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa upaya tersebut dijelaskan sebagai berikut:


2.4.1 Pengawasan Pimpinan
Pengawasan pimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan disiplin ASN. Pimpinan memiliki peran strategis sebagai pengarah, pengendali, dan teladan bagi bawahan. Melalui pengawasan yang efektif, pimpinan dapat memastikan bahwa pegawai melaksanakan tugas sesuai aturan, target kerja, dan standar operasional yang berlaku.
Pengawasan dapat dilakukan melalui:
1. Pemantauan kehadiran pegawai.
2. Kontrol terhadap penyelesaian tugas.
3. Monitoring perilaku kerja pegawai.
4. Pemberian arahan dan teguran langsung.
5. Evaluasi rutin terhadap kinerja bawahan.
Pimpinan yang konsisten dan adil dalam pengawasan akan mendorong terciptanya budaya disiplin di lingkungan kerja. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kelalaian, rendahnya tanggung jawab, dan menurunnya produktivitas pegawai.
2.4.2 Reward and Punishment
Sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) merupakan instrumen penting dalam pembinaan ASN. Reward diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi, kedisiplinan, loyalitas, dan kinerja baik. Sementara punishment diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan atau tidak menjalankan kewajiban secara optimal.
Bentuk reward antara lain:
1. Piagam penghargaan.
2. Tambahan insentif kinerja.
3. Kesempatan promosi jabatan.
4. Prioritas mengikuti pelatihan.
5. Apresiasi resmi dari pimpinan.
Bentuk punishment antara lain:
1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Penundaan tunjangan kinerja sesuai ketentuan.
4. Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
Penerapan reward and punishment secara objektif akan menciptakan motivasi kerja serta efek jera bagi pelanggaran disiplin. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2.4.3 Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi ASN. Melalui pendidikan dan pelatihan, pegawai memperoleh pengetahuan baru, keterampilan teknis, kemampuan manajerial, serta wawasan pelayanan publik yang lebih baik.
Jenis pelatihan ASN antara lain:
1. Pelatihan dasar ASN.
2. Pelatihan teknis sesuai bidang kerja.
3. Pelatihan kepemimpinan.
4. Bimbingan teknis administrasi pemerintahan.
5. Pelatihan digitalisasi pelayanan publik.
Bagi pegawai di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, pelatihan dapat diarahkan pada pengelolaan koperasi, pengembangan UMKM, perdagangan digital, penyusunan program kerja, dan pelayanan masyarakat. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan akan meningkatkan profesionalisme ASN.
2.4.4 Coaching dan Mentoring
Coaching dan mentoring merupakan metode pembinaan pegawai melalui pendampingan langsung oleh atasan atau pegawai senior kepada pegawai lain.
Coaching
Coaching bertujuan membantu pegawai meningkatkan kinerja melalui arahan, diskusi, pemecahan masalah, dan motivasi kerja.
Mentoring
Mentoring lebih menekankan pada transfer pengalaman, nilai kerja, budaya organisasi, dan pengembangan karier dari pegawai senior kepada pegawai junior.
Manfaat coaching dan mentoring antara lain:
1. Mempercepat adaptasi pegawai baru.
2. Meningkatkan kemampuan kerja pegawai.
3. Membentuk budaya disiplin.
4. Meningkatkan motivasi dan loyalitas.
5. Menyiapkan calon pemimpin masa depan.
Metode ini efektif diterapkan di instansi pemerintah karena memberikan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan.

2.4.5 Evaluasi Kinerja Berkala
Evaluasi kinerja berkala diperlukan untuk menilai capaian kerja ASN, tingkat disiplin, serta kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Evaluasi dilakukan secara periodik, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan.
Aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja antara lain:
1. Kehadiran dan ketepatan waktu.
2. Penyelesaian tugas.
3. Kualitas hasil kerja.
4. Perilaku kerja.
5. Kerja sama tim.
6. Inisiatif dan inovasi.
Melalui evaluasi berkala, instansi dapat mengetahui pegawai yang berprestasi maupun pegawai yang memerlukan pembinaan lebih lanjut. Evaluasi juga menjadi dasar dalam promosi, mutasi, maupun pemberian penghargaan.
2.4.6 Pemanfaatan Teknologi Absensi dan E-Kinerja
Di era digital, penggunaan teknologi informasi menjadi solusi efektif dalam meningkatkan disiplin dan kinerja ASN. Pemerintah saat ini banyak menerapkan sistem absensi elektronik dan aplikasi e-kinerja untuk memantau aktivitas pegawai secara lebih transparan.
Teknologi Absensi
1. Fingerprint.
2. Face recognition.
3. GPS attendance.
4. Presensi online berbasis aplikasi.
Manfaatnya:
1. Mengurangi manipulasi kehadiran.
2. Memantau ketepatan waktu secara real time.
E-Kinerja
E-kinerja adalah sistem digital untuk mencatat target kerja, aktivitas harian, dan capaian pegawai. Manfaatnya:
1. Mengukur produktivitas ASN.
2. Meningkatkan akuntabilitas kerja.
3. Menjadi dasar tunjangan kinerja.
4. Mempermudah evaluasi pegawai.
Pemanfaatan teknologi ini mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan berbasis digital dan pelayanan publik yang efisien.
2.4.7 Relevansi dengan Penelitian
Dalam penelitian ini, upaya peningkatan disiplin dan kompetensi ASN menjadi fokus penting untuk melihat bagaimana manajemen kepegawaian diterapkan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Pengawasan pimpinan, sistem penghargaan dan sanksi, pelatihan, coaching, evaluasi berkala, serta penggunaan teknologi kepegawaian merupakan indikator yang dapat menunjukkan efektivitas pengelolaan ASN dalam meningkatkan kualitas kerja aparatur. Dengan penerapan upaya tersebut secara konsisten, diharapkan tercipta ASN yang disiplin, kompeten, dan profesional.

2.5 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui perkembangan studi, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta memperkuat landasan teoritis mengenai upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
2.5.1 Penelitian tentang Manajemen ASN
1. Sari dan Yusuf (2022)
Judul: Pengaruh Manajemen Aparatur Sipil Negara terhadap Kinerja Pegawai pada Pemerintah Daerah.
Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa manajemen ASN yang meliputi perencanaan pegawai, penempatan, pengawasan, dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Sistem pengelolaan pegawai yang baik mendorong produktivitas dan tanggung jawab ASN.
Relevansi:
Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas ASN.
2. Putra (2023)
Judul: Implementasi Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Pemerintah Daerah.
Hasil Penelitian: Pelaksanaan sistem merit mampu meningkatkan profesionalisme ASN melalui promosi berbasis kompetensi dan kinerja, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan SDM dan budaya birokrasi lama.
Relevansi: Menjadi dasar bahwa pengelolaan ASN harus dilakukan secara objektif dan profesional.
2.5.2 Penelitian tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri
3. Rahmawati dan Akbar (2023)
Judul: Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah.
Hasil Penelitian: Disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Tingkat kehadiran, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan kerja menjadi indikator utama keberhasilan organisasi.
Relevansi:
Penelitian ini mendukung pentingnya peningkatan disiplin ASN sebagai fokus penelitian.
4. Hidayat (2022)
Judul: Pembinaan Disiplin Pegawai melalui Pengawasan Pimpinan di Kantor Pemerintah Daerah.
Hasil Penelitian: Pengawasan pimpinan yang konsisten terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap jam kerja dan penyelesaian tugas.
Relevansi:
Menjelaskan bahwa peran pimpinan sangat penting dalam pembinaan disiplin ASN.
2.5.3 Penelitian tentang Kompetensi ASN dan Pelatihan Pegawai
5. Nugroho, dkk. (2024)
Judul: Pengaruh Pengembangan Kompetensi ASN terhadap Profesionalisme Pelayanan Publik.
Hasil Penelitian: Pendidikan dan pelatihan ASN berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi teknis dan kualitas pelayanan masyarakat.
Relevansi:
Sejalan dengan penelitian ini yang menempatkan kompetensi ASN sebagai unsur penting dalam manajemen kepegawaian.
6. Lestari (2023)
Judul: Efektivitas Pelatihan Pegawai dalam Meningkatkan Kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi.
Hasil Penelitian: Program pelatihan yang berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan administrasi, pemanfaatan teknologi, dan etos kerja ASN.
Relevansi:
Memberikan gambaran bahwa pelatihan merupakan strategi utama pengembangan ASN.
2.5.4 Penelitian tentang Reformasi Birokrasi Daerah
7. Wijaya dan Salam (2023)
Judul: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Aparatur di Pemerintah Daerah.
Hasil Penelitian: Reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan, evaluasi kinerja, dan penataan SDM berdampak positif terhadap efektivitas kerja aparatur daerah.
Relevansi:
Penelitian ini menunjukkan hubungan erat antara reformasi birokrasi dan penguatan manajemen ASN.
8. Marthen (2024)
Judul: Tantangan Reformasi Birokrasi pada Daerah Otonomi Baru di Papua.
Hasil Penelitian: Daerah otonomi baru menghadapi tantangan keterbatasan SDM aparatur, lemahnya sistem administrasi, dan perlunya percepatan peningkatan kompetensi ASN.
Relevansi:
Sangat relevan dengan kondisi Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.
2.5.5 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Tahun
	Fokus Penelitian
	Hasil Utama

	1
	Sari & Yusuf
	2022
	Manajemen ASN
	Berpengaruh pada kinerja pegawai

	2
	Putra
	2023
	Sistem Merit ASN
	Tingkatkan profesionalisme

	3
	Rahmawati & Akbar
	2023
	Disiplin Kerja ASN
	Pengaruh signifikan pada kinerja

	4
	Hidayat
	2022
	Pengawasan Pimpinan
	Tingkatkan kepatuhan pegawai

	5
	Nugroho dkk.
	2024
	Kompetensi ASN
	Tingkatkan pelayanan publik

	6
	Lestari
	2023
	Pelatihan Pegawai
	Tingkatkan kemampuan ASN

	7
	Wijaya & Salam
	2023
	Reformasi Birokrasi
	Tingkatkan efektivitas aparatur

	8
	Marthen
	2024
	DOB Papua
	Tantangan SDM ASN




2.5.6 Research Gap (Kesenjangan Penelitian)
Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian membahas manajemen ASN, disiplin kerja, kompetensi pegawai, dan reformasi birokrasi secara umum. Masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, terutama pada konteks daerah otonomi baru.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai strategi pengelolaan pegawai dalam meningkatkan disiplin ASN pada instansi tersebut.
2.6 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel atau fokus penelitian berdasarkan teori dan permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, manajemen kepegawaian diposisikan sebagai faktor utama yang memengaruhi peningkatan kedisiplinan dan kompetensi ASN.
Manajemen kepegawaian yang dilaksanakan secara efektif melalui perencanaan pegawai, pembinaan, pengawasan, penilaian kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia akan mendorong terciptanya ASN yang disiplin dan profesional. Pembinaan disiplin ASN dilakukan melalui penegakan aturan, pengawasan pimpinan, pemberian sanksi dan penghargaan, serta penguatan budaya kerja.
Di sisi lain, pengembangan kompetensi ASN dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, coaching, mentoring, peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural. ASN yang memiliki kompetensi baik akan lebih mampu menyelesaikan pekerjaan secara efektif, inovatif, dan bertanggung jawab.
Apabila pembinaan disiplin dan pengembangan kompetensi berjalan secara optimal, maka akan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai. Kinerja pegawai yang baik ditunjukkan melalui produktivitas kerja, ketepatan waktu, kualitas pelayanan, tanggung jawab, serta pencapaian target organisasi.
Pada akhirnya, peningkatan kinerja pegawai akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu pelayanan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan manajemen kepegawaian akan sangat menentukan kualitas birokrasi pemerintah daerah.
Bagan Kerangka Pemikiran

[image: ]

Penjelasan Alur Kerangka Pemikiran
1. Manajemen Kepegawaian
Menjadi dasar pengelolaan ASN melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pegawai.
2. Pembinaan Disiplin ASN
Dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kerja, jam kerja, tanggung jawab, dan etika pegawai.
3. Pengembangan Kompetensi ASN
Dilakukan agar pegawai memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan sosial yang mendukung pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan Kinerja Pegawai
Terwujud apabila ASN disiplin dan kompeten dalam melaksanakan tugas organisasi.
5. Pelayanan Publik Berkualitas
Menjadi tujuan akhir melalui birokrasi yang profesional, responsif, dan efektif.
Relevansi dengan Penelitian
Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar analisis dalam menilai bagaimana upaya manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah mampu meningkatkan kedisiplinan ASN, yang selanjutnya berdampak pada kinerja pegawai dan mutu pelayanan publik.



BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pelaksanaan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pandangan para informan.
Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi aktual mengenai proses perencanaan kepegawaian, pembinaan disiplin, pengembangan kompetensi, pengawasan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan manajemen kepegawaian. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam sehingga mampu menjelaskan hubungan antara kebijakan manajemen kepegawaian dengan peningkatan kedisiplinan ASN.
Pendekatan ini dipandang tepat karena objek penelitian berkaitan dengan perilaku organisasi, kebijakan kepegawaian, dan dinamika pelaksanaan tugas aparatur yang tidak dapat diukur hanya melalui data kuantitatif, tetapi memerlukan pemahaman terhadap makna, proses, dan konteks yang melatarbelakanginya.


3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:
1. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan.
2. Sebagai instansi pada provinsi yang baru terbentuk, organisasi ini sedang melakukan penataan kelembagaan dan penguatan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang manajemen kepegawaian.
3. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan disiplin ASN guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
4. Lokasi penelitian memberikan akses yang memadai bagi peneliti untuk memperoleh data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2026.
3.3 Informan Penelitian
Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap mengetahui, memahami, serta terlibat langsung dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian dan pembinaan disiplin ASN di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
Adapun informan penelitian berjumlah delapan orang, yaitu:
	No
	Nama
	Jabatan

	1
	Yuliten Makai, S.Sos., M.Si.
	Plt. Kepala Dinas

	2
	Ermambo Rumaropen, S.Sos.
	Sekretaris Dinas

	3
	Almince Mote, S.P.
	Kepala Bidang Perindustrian

	4
	Fransiscus Afloubun, S.T.
	Pelaksana

	5
	Anice
	Pelaksana

	6
	Hendra Wospakrek
	Pelaksana

	7
	Chatarina Wakomon
	Pelaksana

	8
	Andreas R.D. Maturbongs, S.Hut., M.M.
	Pelaksana



Pemilihan informan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan, implementasi, serta kondisi empiris pelaksanaan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Observasi
Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas organisasi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi nyata pelaksanaan manajemen kepegawaian, kedisiplinan ASN, budaya kerja, serta pelaksanaan pelayanan publik.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur kepada seluruh informan penelitian. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai pelaksanaan manajemen kepegawaian, pembinaan disiplin, pengembangan kompetensi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kedisiplinan ASN.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:
1. Struktur organisasi;
2. Peraturan kepegawaian;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
4. Data kehadiran ASN;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Rencana Strategis (Renstra);
7. Dokumen pendukung lainnya.
4. Studi Literatur
Studi literatur dilakukan dengan mempelajari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, disiplin ASN, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan.
1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, kedisiplinan ASN, kompetensi ASN, serta faktor pendukung dan penghambat.
2. Penyajian Data (Data Display)
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, dan rangkuman hasil wawancara sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar kategori serta menarik makna dari data yang diperoleh.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification)
Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan tema-tema yang ditemukan selama penelitian. Kesimpulan diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan kembali terhadap data lapangan sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
3.6 Keabsahan Data
Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut.
1. Triangulasi
Triangulasi dilakukan melalui:
a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari delapan informan.
b. Triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
c. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda apabila diperlukan.
2. Member Check
Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan.
3. Audit Trail
Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari penyusunan instrumen penelitian, proses pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian sehingga setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri kembali.
4. Kecukupan Referensi
Peneliti menggunakan berbagai referensi ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar dalam melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian sehingga meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.
 








BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), perindustrian, dan perdagangan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Pembentukan dinas ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru yang bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan daya saing industri lokal, serta penguatan sistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan.
Sebagai perangkat daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
Dalam menjalankan tugasnya, dinas menyelenggarakan beberapa fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan; pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi serta pelaku UMKM; fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah; pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen; pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan; pengelolaan sumber daya aparatur; monitoring dan evaluasi program; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah terdiri atas Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris Dinas, beberapa Kepala Bidang sesuai dengan urusan teknis, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional, dan tenaga pelaksana. Struktur organisasi tersebut dirancang untuk mendukung koordinasi, efektivitas pelaksanaan program, serta pelayanan kepada masyarakat secara profesional.
Sebagai organisasi publik, dinas memiliki visi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, UMKM yang mandiri, industri yang berdaya saing, serta perdagangan yang tertib dan berkeadilan guna mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Papua Tengah. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai misi, antara lain meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, mengembangkan industri berbasis potensi lokal, meningkatkan pengawasan perdagangan, memperkuat perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memiliki beberapa indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Indikator tersebut meliputi peningkatan jumlah koperasi aktif, peningkatan jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan realisasi program dan kegiatan, peningkatan penyerapan anggaran, peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta peningkatan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai provinsi yang relatif baru, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, penyebaran wilayah pelayanan yang cukup luas, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan manajemen kepegawaian menjadi salah satu prioritas penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan.
4.2 Manajemen Kepegawaian
Manajemen kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi yang bertujuan mengelola sumber daya manusia secara profesional, efektif, dan akuntabel. Pelaksanaan manajemen kepegawaian mengacu pada prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, integritas, dan profesionalisme.
Pelaksanaan manajemen kepegawaian diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga penempatan pegawai dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai uraian jabatan agar setiap ASN memahami fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung pencapaian target organisasi.
Selain aspek penempatan, manajemen kepegawaian juga meliputi pembinaan disiplin, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karier, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN. Pembinaan dilakukan melalui apel pagi, rapat evaluasi, pengarahan langsung oleh pimpinan, serta monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
Penilaian kinerja ASN dilaksanakan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun setiap tahun sebagai dasar pengukuran capaian kerja individu. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi, pembinaan, pengembangan kompetensi, serta pertimbangan dalam pengembangan karier ASN.
Dalam mendukung efektivitas pengelolaan ASN, dinas juga memanfaatkan sistem informasi kepegawaian yang digunakan untuk pengelolaan data pegawai, absensi elektronik, administrasi kepegawaian, dan penyusunan laporan. Digitalisasi administrasi kepegawaian memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan akurasi data kepegawaian.
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi, belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan, serta perlunya peningkatan kemampuan ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4.3 Kedisiplinan ASN
Kedisiplinan ASN merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Disiplin tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab ASN dalam melaksanakan tugas secara profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan seluruh informan, tingkat kedisiplinan ASN secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kepatuhan terhadap jam kerja, penggunaan sistem absensi elektronik, pelaksanaan apel pagi secara rutin, penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta meningkatnya kesadaran pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan.
Pembinaan disiplin dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan korektif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi peraturan disiplin ASN, pembinaan oleh pimpinan, rapat evaluasi, pemberian motivasi, dan penguatan budaya kerja organisasi. Sementara itu, pendekatan korektif dilakukan melalui pemberian teguran lisan, teguran tertulis, hingga penerapan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila terjadi pelanggaran.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa disiplin ASN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keteladanan pimpinan, efektivitas pengawasan, budaya organisasi, motivasi kerja, pembagian tugas yang jelas, serta kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi. Pegawai yang memperoleh pembinaan secara berkelanjutan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pegawai yang kurang memperoleh pendampingan.
Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam peningkatan disiplin ASN, seperti keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa unit kerja, meningkatnya beban kerja, keterbatasan anggaran pembinaan, serta belum meratanya kemampuan ASN dalam mengoperasikan sistem administrasi berbasis digital. Kendala tersebut menjadi perhatian penting bagi pimpinan dalam menyusun strategi peningkatan kualitas manajemen kepegawaian.
Secara keseluruhan, pelaksanaan kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah menunjukkan arah yang positif. Dukungan pimpinan, komitmen pegawai, penerapan sistem pengawasan, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan menjadi faktor utama dalam membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hasil ini menjadi landasan penting bagi analisis pada subbab berikutnya mengenai implementasi manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
4.4 Karakteristik dan Peran Informan
Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan sumber data utama yang memberikan informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pemahaman, pengalaman, dan kewenangan terkait pelaksanaan manajemen kepegawaian serta kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
Informan dipilih dengan mempertimbangkan jabatan, masa kerja, keterlibatan dalam pengelolaan ASN, serta pemahaman terhadap pelaksanaan tugas organisasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata mengenai upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN dari berbagai perspektif, baik pimpinan maupun pelaksana.
Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang, yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, kepala bidang, dan pegawai pelaksana. Variasi jabatan tersebut memberikan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan, implementasi, serta kondisi faktual pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan organisasi.
Tabel 4.1 Karakteristik Informan Penelitian
	No
	Nama Informan
	Jabatan
	Lama Bekerja
	Peran dalam Penelitian

	1
	Yuliten Makai, S.Sos., M.Si.
	Plt. Kepala Dinas
	25 Tahun
	Informan kunci yang menjelaskan kebijakan manajemen kepegawaian, strategi pembinaan disiplin ASN, pengembangan kompetensi, serta arah kebijakan organisasi.

	2
	Ermambo Rumaropen, S.Sos.
	Sekretaris Dinas
	22 Tahun
	Menjelaskan pengelolaan administrasi kepegawaian, koordinasi organisasi, pelaksanaan pembinaan ASN, dan evaluasi kinerja pegawai.

	3
	Almince Mote, S.P.
	Kepala Bidang Perindustrian
	16 Tahun
	Memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan manajemen kepegawaian pada tingkat bidang, pembinaan pegawai, serta pengawasan disiplin ASN.

	4
	Fransiscus Afloubun, S.T.
	Pelaksana
	17 Tahun
	Menjelaskan pengalaman sebagai ASN dalam pelaksanaan disiplin kerja, pembinaan, serta pelaksanaan tugas sehari-hari.

	5
	Anice
	Pelaksana
	8 Tahun
	Memberikan informasi mengenai implementasi disiplin kerja, pengembangan kompetensi, serta pelaksanaan pelayanan administrasi dari sudut pandang pegawai pelaksana.

	6
	Hendra Wospakrek
	Pelaksana
	16 Tahun
	Menjelaskan pelaksanaan tugas, sistem pengawasan, pembinaan disiplin, dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ASN.

	7
	Chatarina Wakomon
	Pelaksana
	25 Tahun
	Memberikan informasi mengenai budaya kerja organisasi, kedisiplinan ASN, pembinaan pegawai, serta pengalaman kerja dalam organisasi.

	8
	Andreas R.D. Maturbongs, S.Hut., M.M.
	Pelaksana
	17 Tahun
	Menjelaskan penerapan manajemen kepegawaian, pemanfaatan teknologi administrasi, pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan disiplin ASN.


Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2026).
Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan
Berdasarkan jabatan, informan terdiri atas satu orang Plt. Kepala Dinas, satu orang Sekretaris Dinas, satu orang Kepala Bidang Perindustrian, dan lima orang pegawai pelaksana. Komposisi ini memberikan keseimbangan antara perspektif pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya menggambarkan aspek normatif, tetapi juga kondisi empiris dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.
Informan pada tingkat pimpinan memberikan informasi mengenai kebijakan strategis, sistem pembinaan, pengawasan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja ASN. Sementara itu, informan pada tingkat pelaksana memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam aktivitas kerja sehari-hari, termasuk kendala yang dihadapi serta efektivitas pembinaan yang telah dilakukan.
Karakteristik Informan Berdasarkan Lama Bekerja
Berdasarkan masa kerja, seluruh informan memiliki pengalaman yang relatif panjang dalam birokrasi pemerintahan, yaitu antara 8 hingga 25 tahun. Dua informan telah bekerja selama 25 tahun, satu informan selama 22 tahun, tiga informan selama 16–17 tahun, dan satu informan memiliki masa kerja 8 tahun. Pengalaman kerja yang cukup panjang tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika organisasi, perubahan kebijakan kepegawaian, budaya kerja, serta perkembangan sistem manajemen ASN di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
Peran Informan dalam Penelitian
Setiap informan memiliki peran yang berbeda sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Informan dari unsur pimpinan berperan menjelaskan kebijakan organisasi, strategi manajemen kepegawaian, pengembangan kompetensi, serta sistem pembinaan disiplin ASN. Kepala bidang memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pada tingkat unit kerja, koordinasi pelaksanaan program, dan pengawasan terhadap pegawai.
Sementara itu, pegawai pelaksana berperan sebagai informan yang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan dari sisi operasional, termasuk pengalaman mereka dalam menjalankan tugas, mengikuti pembinaan, mematuhi aturan disiplin, melaksanakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), mengikuti pengembangan kompetensi, serta menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dengan karakteristik informan yang beragam tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih kaya, objektif, dan komprehensif. Keberagaman perspektif memungkinkan peneliti melakukan triangulasi sumber sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dalam menjelaskan upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
4.5 Hasil Penelitian 
Analisis hasil penelitian dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, kepala bidang, dan pegawai pelaksana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah. Analisis gabungan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh jawaban informan berdasarkan fokus penelitian sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
4.5.1 Analisis Gabungan Rumusan Masalah Pertama
Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN
Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan diperoleh kesamaan pandangan bahwa peningkatan kedisiplinan ASN dilaksanakan melalui berbagai upaya manajemen kepegawaian yang terintegrasi. Plt. Kepala Dinas menjelaskan bahwa disiplin pegawai dibangun melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pembagian tugas yang jelas, pembinaan secara berkelanjutan, pengawasan terhadap kehadiran, serta evaluasi kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Dinas yang menyatakan bahwa seluruh mekanisme pembinaan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Informan pada tingkat kepala bidang dan pelaksana juga memberikan informasi yang relatif sama. Seluruh pegawai menyatakan bahwa apel pagi, rapat evaluasi, absensi elektronik, monitoring pekerjaan, serta arahan langsung dari pimpinan merupakan bentuk pembinaan yang paling sering dilakukan. Selain itu, pembagian tugas yang jelas sesuai uraian jabatan membuat pegawai memahami tanggung jawab masing-masing sehingga mampu meningkatkan kepatuhan terhadap jam kerja maupun penyelesaian pekerjaan.
Seluruh informan juga menyampaikan bahwa sistem pengawasan disiplin telah berjalan cukup baik. Pengawasan dilakukan melalui absensi elektronik, monitoring oleh kepala bidang, evaluasi bulanan, serta penilaian SKP. Apabila ditemukan pelanggaran, pimpinan terlebih dahulu melakukan pembinaan melalui teguran lisan sebelum memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN telah berjalan secara sistematis melalui lima komponen utama, yaitu:
perencanaan kebutuhan pegawai;
1. pembagian tugas sesuai kompetensi;
2. pembinaan disiplin secara berkelanjutan;
3. pengawasan dan evaluasi kinerja;
4. penerapan reward dan punishment sesuai ketentuan.
Tabel 4.2
Analisis Gabungan Informan Rumusan Masalah Pertama
	Aspek
	Hasil Analisis Gabungan

	Perencanaan Pegawai
	Dilakukan melalui analisis kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja.

	Pembagian Tugas
	Disesuaikan dengan kompetensi dan uraian jabatan masing-masing ASN.

	Pembinaan
	Dilaksanakan melalui apel pagi, rapat, pembinaan langsung, dan pengarahan pimpinan.

	Pengawasan
	Menggunakan absensi elektronik, monitoring pekerjaan, evaluasi rutin, dan SKP.

	Penegakan Disiplin
	Dilakukan secara bertahap melalui pembinaan, teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021.

	Dampak
	Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap jam kerja, penyelesaian tugas, dan budaya disiplin ASN.



4.5.2 Analisis Gabungan Rumusan Masalah Kedua
Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan menilai pengembangan kompetensi merupakan bagian penting dari manajemen kepegawaian. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi regulasi, serta pendampingan dalam penggunaan teknologi informasi.
Menurut Plt. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, kebutuhan pelatihan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masing-masing bidang kerja. Kepala Bidang Perindustrian juga menjelaskan bahwa pegawai diberikan kesempatan mengikuti pelatihan sesuai bidang tugas sehingga kompetensi teknis terus meningkat.
Informan dari unsur pelaksana menyampaikan bahwa pelatihan yang pernah diikuti memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kemampuan administrasi, pelayanan publik, penggunaan aplikasi pemerintahan, penyusunan laporan, serta pemahaman terhadap regulasi terbaru.
Meskipun demikian, seluruh informan mengakui bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran serta terbatasnya kuota peserta pelatihan. Akibatnya belum seluruh ASN memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan maupun pelatihan.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui:
pendidikan dan pelatihan;
1. bimbingan teknis;
2. workshop;
3. evaluasi SKP;
4. pembelajaran mandiri;
5. pendampingan penggunaan teknologi informasi.
Tabel 4.3
Analisis Gabungan Informan Rumusan Masalah Kedua
	Aspek
	Hasil Analisis Gabungan

	Identifikasi Kompetensi
	Berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, dan perkembangan regulasi.

	Pengembangan Kompetensi
	Pendidikan, pelatihan, bimtek, workshop, dan pendampingan.

	Penilaian Kinerja
	Menggunakan SKP sebagai dasar evaluasi dan pengembangan ASN.

	Pemanfaatan Teknologi
	Sistem informasi kepegawaian mulai dimanfaatkan secara optimal.

	Dampak
	Kompetensi teknis dan administrasi ASN meningkat sehingga kualitas pelayanan menjadi lebih baik.



4.5.3 Analisis Gabungan Rumusan Masalah Ketiga
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian
Hasil analisis gabungan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian. Seluruh informan menyatakan bahwa komitmen pimpinan, komunikasi yang baik, kerja sama antarpegawai, budaya organisasi yang positif, serta dukungan regulasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan disiplin ASN.
Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem absensi elektronik dan sistem administrasi kepegawaian juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pegawai.
Di sisi lain, seluruh informan juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat. Hambatan utama yang paling sering disampaikan adalah keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi, belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan, keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa bidang, meningkatnya beban kerja, serta kemampuan teknologi informasi yang belum merata di kalangan ASN.
Walaupun demikian, seluruh informan sepakat bahwa hambatan tersebut masih dapat diatasi melalui peningkatan pembinaan, penguatan pengawasan, penambahan anggaran pengembangan SDM, pemerataan pelatihan, serta penguatan budaya kerja organisasi.
Tabel 4.4
Analisis Gabungan Faktor Pendukung dan Penghambat
	Faktor Pendukung
	Faktor Penghambat

	Komitmen pimpinan
	Keterbatasan anggaran

	Budaya kerja organisasi
	Kesempatan pelatihan belum merata

	Kerja sama antarpegawai
	Jumlah ASN pada beberapa bidang masih terbatas

	Regulasi yang jelas
	Kemampuan teknologi informasi belum merata

	Sistem absensi elektronik
	Beban kerja yang meningkat

	Evaluasi SKP
	Adaptasi terhadap perubahan sistem administrasi



Berdasarkan hasil analisis gabungan terhadap delapan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah berjalan dengan cukup baik. Manajemen kepegawaian dilaksanakan melalui proses perencanaan pegawai, pembagian tugas sesuai kompetensi, pembinaan disiplin, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja berbasis SKP, pengawasan melalui absensi elektronik, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.
Upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan ASN yang ditunjukkan oleh meningkatnya kepatuhan terhadap jam kerja, penyelesaian pekerjaan sesuai target, kepatuhan terhadap peraturan, serta meningkatnya tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran, belum meratanya pelatihan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kemampuan digital ASN yang belum merata masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan manajemen kepegawaian ke depan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kedisiplinan ASN tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada kualitas pembinaan, pengembangan kompetensi, kepemimpinan yang efektif, dan budaya organisasi yang mendukung profesionalisme aparatur.
4.5.1 Reduksi Data
Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan menyederhanakan, memilih, memusatkan perhatian, serta mengelompokkan data hasil wawancara sesuai fokus penelitian. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap seluruh hasil wawancara delapan informan yang terdiri atas Plt. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perindustrian, serta lima orang pegawai pelaksana di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah.
Seluruh hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian dikelompokkan berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu: (1) upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN, (2) upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kompetensi ASN, dan (3) faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kepegawaian. Tahapan reduksi dilakukan dengan mengidentifikasi jawaban-jawaban yang memiliki kesamaan makna, menghilangkan informasi yang berulang, kemudian menyusun tema-tema utama yang menjadi dasar dalam penyajian hasil penelitian.
Berdasarkan proses reduksi data, diperoleh beberapa tema utama yang paling dominan dari seluruh informan. Pada aspek manajemen kepegawaian, seluruh informan menyatakan bahwa pengelolaan ASN telah dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pembagian tugas sesuai kompetensi, pembinaan disiplin, pengawasan kehadiran, penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Seluruh informan juga menyampaikan bahwa pimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya disiplin melalui keteladanan, pembinaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN.
Pada aspek kedisiplinan ASN, hasil reduksi menunjukkan bahwa indikator yang paling sering muncul dalam jawaban informan adalah kepatuhan terhadap jam kerja, kehadiran pegawai, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, kepatuhan terhadap peraturan disiplin ASN, tanggung jawab terhadap tugas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar informan menyatakan bahwa penerapan absensi elektronik, apel pagi, rapat evaluasi, dan monitoring pekerjaan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin kerja pegawai.
Sementara itu, pada aspek pengembangan kompetensi ASN, seluruh informan menyatakan bahwa peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi regulasi, serta pendampingan penggunaan aplikasi pemerintahan berbasis digital. Namun demikian, sebagian besar informan juga mengemukakan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi belum optimal karena keterbatasan anggaran dan belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan.
Hasil reduksi data juga menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kepegawaian. Faktor pendukung yang paling dominan meliputi komitmen pimpinan, kerja sama antarpegawai, komunikasi organisasi yang baik, budaya kerja yang positif, serta dukungan regulasi. Sebaliknya, faktor penghambat yang paling banyak disampaikan oleh informan meliputi keterbatasan anggaran pengembangan SDM, belum meratanya pelatihan, keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa unit kerja, meningkatnya beban kerja, serta kemampuan teknologi informasi ASN yang masih beragam.
Tabel 4.5 Reduksi Data Hasil Wawancara
	Fokus Penelitian
	Temuan Hasil Reduksi Data
	Kesimpulan Sementara

	Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN
	Perencanaan kebutuhan pegawai, pembagian tugas sesuai kompetensi, pembinaan disiplin, apel pagi, absensi elektronik, monitoring pekerjaan, evaluasi SKP, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021
	Manajemen kepegawaian telah diterapkan secara sistematis dan berkontribusi terhadap peningkatan disiplin ASN.

	Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
	Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi regulasi, pendampingan penggunaan teknologi, evaluasi kompetensi
	Pengembangan kompetensi telah berjalan, namun belum optimal karena keterbatasan anggaran dan kesempatan pelatihan.

	Faktor Pendukung
	Komitmen pimpinan, keteladanan, kerja sama tim, komunikasi, budaya organisasi, sistem informasi kepegawaian
	Faktor internal organisasi mendukung peningkatan disiplin dan kinerja ASN.

	Faktor Penghambat
	Keterbatasan anggaran, jumlah pegawai yang terbatas, beban kerja tinggi, belum meratanya kompetensi digital, kesempatan pelatihan terbatas
	Hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan pengembangan kapasitas ASN.



Berdasarkan hasil reduksi data tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh informasi yang diperoleh dari delapan informan menunjukkan pola yang relatif konsisten. Manajemen kepegawaian telah dilaksanakan melalui fungsi-fungsi utama pengelolaan ASN dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya, anggaran, dan pengembangan kompetensi. Hasil reduksi data ini selanjutnya menjadi dasar dalam tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan penelitian.
4.6 Pembahasan
Pembahasan penelitian ini disusun berdasarkan tiga rumusan masalah dengan mengintegrasikan hasil wawancara delapan informan, teori manajemen kepegawaian, teori disiplin kerja, serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan dilakukan untuk menjelaskan keterkaitan antara temuan empiris di lapangan dengan konsep-konsep ilmiah yang menjadi landasan penelitian.

4.6.1 Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, pelaksanaan manajemen kepegawaian telah dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pegawai, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, pembinaan disiplin, pengawasan terhadap kehadiran, evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen kepegawaian telah berjalan secara terpadu. Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga setiap ASN memperoleh tugas sesuai kompetensinya. Pembagian tugas yang jelas memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pegawai sehingga mampu meningkatkan kepatuhan terhadap aturan organisasi.
Pembinaan disiplin dilaksanakan melalui apel pagi, rapat evaluasi, pembinaan langsung oleh pimpinan, monitoring pekerjaan, serta penerapan absensi elektronik. Seluruh informan menyatakan bahwa keteladanan pimpinan menjadi faktor utama dalam membentuk budaya disiplin di lingkungan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin ASN tidak hanya dibangun melalui penegakan aturan, tetapi juga melalui kepemimpinan yang mampu memberikan contoh dan motivasi kepada bawahan.
Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Dessler (2023) yang menyatakan bahwa manajemen kepegawaian merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi pegawai yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Demikian pula Armstrong (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan SDM yang efektif akan menghasilkan pegawai yang memiliki komitmen tinggi, disiplin, dan produktif.
Dalam perspektif teori disiplin kerja Hasibuan (2019), disiplin merupakan kesediaan seseorang untuk menaati seluruh peraturan organisasi dan norma yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan ASN terhadap jam kerja, penyelesaian pekerjaan tepat waktu, serta kepatuhan terhadap PP Nomor 94 Tahun 2021 telah menjadi indikator meningkatnya disiplin pegawai.
Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Paais dan Pattiruhu (2020) yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap disiplin dan kinerja pegawai. Demikian pula penelitian Nugroho (2024) menemukan bahwa pembinaan ASN secara berkelanjutan mampu meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap standar pelayanan publik.
Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pembinaan disiplin masih lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan represif. Pimpinan lebih mengutamakan pembinaan, pengarahan, dan evaluasi sebelum memberikan sanksi administratif. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran disiplin dibandingkan sekadar pemberian hukuman.

Tabel 4.6
Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 
(Rumusan Masalah 1)
	Penelitian Terdahulu
	Hasil Penelitian Terdahulu
	Temuan Penelitian Ini

	Paais & Pattiruhu (2020)
	Kepemimpinan berpengaruh terhadap disiplin dan kinerja pegawai.
	Keteladanan pimpinan menjadi faktor utama peningkatan disiplin ASN.

	Nugroho (2024)
	Pembinaan ASN meningkatkan kepatuhan terhadap aturan kerja.
	Pembinaan melalui apel, evaluasi, monitoring, dan SKP meningkatkan disiplin ASN.

	Penelitian ini
	—
	Menambahkan bahwa integrasi pembinaan, pengawasan digital, evaluasi SKP, dan budaya organisasi menjadi model peningkatan disiplin ASN pada OPD di provinsi baru.



4.6.2 Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi regulasi, pendampingan penggunaan aplikasi pemerintahan, serta evaluasi kompetensi melalui SKP.
Seluruh informan menyatakan bahwa peningkatan kompetensi sangat membantu ASN dalam memahami regulasi terbaru, meningkatkan kemampuan administrasi pemerintahan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi yang meningkat juga memberikan dampak terhadap meningkatnya disiplin kerja karena pegawai lebih memahami prosedur kerja yang benar.
Temuan ini mendukung teori Human Capital yang dikemukakan oleh Becker bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas individu maupun organisasi. Selain itu, Noe et al. (2021) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kemampuan, motivasi, dan perilaku kerja pegawai.
Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi belum optimal karena keterbatasan anggaran dan belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi dan aplikasi administrasi pemerintahan.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Creswell dan Creswell (2023) yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan proses berkelanjutan yang harus didukung oleh kebijakan organisasi dan ketersediaan sumber daya.





Tabel 4.7
Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu
 (Rumusan Masalah 2)
	Penelitian Terdahulu
	Temuan
	Temuan Penelitian Ini

	Noe et al. (2021)
	Pelatihan meningkatkan kompetensi pegawai.
	Pendidikan dan pelatihan meningkatkan kemampuan administrasi dan pelayanan ASN.

	Becker (Human Capital Theory)
	Investasi SDM meningkatkan produktivitas.
	Pengembangan kompetensi meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan ASN.

	Penelitian ini
	—
	Menunjukkan bahwa pemerataan pelatihan masih menjadi tantangan utama di Provinsi Papua Tengah.



4.6.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian
Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian meliputi komitmen pimpinan, budaya organisasi yang positif, komunikasi yang baik, kerja sama antarpegawai, penerapan sistem absensi elektronik, serta adanya regulasi yang jelas mengenai disiplin ASN.
Komitmen pimpinan menjadi faktor yang paling dominan karena seluruh kebijakan pembinaan, pengawasan, maupun pengembangan kompetensi sangat bergantung pada dukungan pimpinan organisasi. Selain itu, budaya kerja yang menekankan tanggung jawab, kerja sama, dan profesionalisme juga mampu membentuk perilaku disiplin pegawai.
Sebaliknya, penelitian ini menemukan beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan anggaran pengembangan SDM, belum meratanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, keterbatasan jumlah pegawai, meningkatnya beban kerja, serta kemampuan teknologi informasi ASN yang masih beragam.
Temuan tersebut mendukung teori Resource Based View (RBV) yang menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan aset strategis organisasi. Apabila organisasi memiliki SDM yang kompeten dan disiplin, maka organisasi akan memiliki keunggulan dalam mencapai tujuan.
Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem informasi kepegawaian mulai memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pengawasan disiplin ASN. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan kepegawaian menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan tata kelola birokrasi.
Tabel 4.8
Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 
(Rumusan Masalah 3)
	Penelitian Terdahulu
	Temuan
	Temuan Penelitian Ini

	Armstrong (2023)
	Manajemen SDM dipengaruhi kepemimpinan dan budaya organisasi.
	Kepemimpinan dan budaya organisasi menjadi faktor pendukung utama disiplin ASN.

	Dessler (2023)
	Pengelolaan SDM membutuhkan sistem pengawasan yang efektif.
	Pengawasan melalui absensi elektronik dan evaluasi SKP meningkatkan efektivitas pembinaan ASN.

	Penelitian ini
	—
	Menemukan bahwa keterbatasan anggaran, pemerataan pelatihan, dan kemampuan digital ASN masih menjadi tantangan utama dalam manajemen kepegawaian pada daerah otonom baru.



Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan ASN melalui fungsi-fungsi perencanaan, pembinaan, pengembangan kompetensi, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut telah mampu membentuk budaya kerja yang lebih disiplin, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
Namun demikian, efektivitas manajemen kepegawaian masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan anggaran pengembangan sumber daya manusia, belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan, keterbatasan jumlah pegawai, dan kemampuan digital ASN yang masih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pengembangan kompetensi, peningkatan investasi pada sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya organisasi agar manajemen kepegawaian dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kedisiplinan ASN dan kualitas pelayanan publik.




















BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan serta dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kedisiplinan ASN telah berjalan dengan cukup baik.
Pelaksanaan manajemen kepegawaian dilakukan melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, pembinaan disiplin secara berkelanjutan, pengawasan terhadap kehadiran melalui absensi elektronik, evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penerapan pembinaan dan penegakan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pimpinan memiliki peran yang sangat dominan dalam membangun budaya disiplin melalui keteladanan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkala. Implementasi fungsi-fungsi manajemen kepegawaian tersebut telah memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepatuhan ASN terhadap jam kerja, penyelesaian tugas tepat waktu, tanggung jawab kerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Upaya manajemen kepegawaian dalam meningkatkan kompetensi ASN telah dilaksanakan melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia, namun belum sepenuhnya optimal.
Peningkatan kompetensi ASN dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi regulasi, pendampingan penggunaan aplikasi pemerintahan berbasis digital, serta evaluasi kompetensi melalui SKP. Program-program tersebut telah meningkatkan kemampuan teknis, administratif, dan profesional ASN sehingga mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaan pengembangan kompetensi masih menghadapi keterbatasan anggaran, belum meratanya kesempatan mengikuti pelatihan, serta masih adanya ASN yang memerlukan peningkatan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kepegawaian memengaruhi keberhasilan peningkatan kedisiplinan ASN.
Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi komitmen pimpinan, budaya kerja organisasi yang positif, komunikasi yang baik, kerja sama antarpegawai, adanya regulasi yang jelas, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dan absensi elektronik. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi, belum meratanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, keterbatasan jumlah ASN pada beberapa unit kerja, meningkatnya beban kerja, serta kemampuan teknologi informasi yang belum merata di kalangan pegawai. Meskipun demikian, seluruh hambatan tersebut masih dapat diatasi melalui penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas ASN, serta optimalisasi sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan teknologi informasi.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
1. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
Perlu memperkuat implementasi manajemen kepegawaian melalui peningkatan pembinaan disiplin secara berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan, optimalisasi penilaian kinerja berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta konsistensi penerapan sistem penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar budaya disiplin ASN semakin meningkat.
2. Peningkatan Kompetensi ASN
Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan ASN agar seluruh pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya. Selain itu, perlu diperluas pelaksanaan pelatihan berbasis teknologi informasi, pelayanan publik, kepemimpinan, dan pengelolaan administrasi pemerintahan guna mendukung transformasi birokrasi digital.
3. Penguatan Sistem Pengawasan
Perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepegawaian, absensi elektronik, monitoring kinerja berbasis digital, serta evaluasi berkala terhadap disiplin dan kinerja ASN sehingga proses pengawasan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel.
4. Pengembangan Budaya Organisasi
Pimpinan perlu terus membangun budaya organisasi yang berorientasi pada integritas, profesionalisme, disiplin, kerja sama, inovasi, dan pelayanan publik melalui keteladanan, komunikasi yang efektif, pemberian motivasi, serta pembinaan secara berkesinambungan kepada seluruh ASN.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih terbatas pada aspek manajemen kepegawaian dan kedisiplinan ASN di satu organisasi perangkat daerah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan melibatkan lebih banyak instansi pemerintah, menggunakan pendekatan kualitatif komparatif atau mixed methods, serta mengkaji variabel lain seperti kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, motivasi kerja, sistem merit, transformasi digital, maupun manajemen talenta dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis bahwa manajemen kepegawaian yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berbasis kompetensi mampu meningkatkan kedisiplinan ASN melalui fungsi perencanaan, pembinaan, pengembangan kompetensi, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Dari sisi praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dalam menyusun kebijakan pengelolaan ASN yang lebih efektif, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan penguatan manajemen kepegawaian yang berkelanjutan, diharapkan tercipta aparatur yang disiplin, kompeten, berintegritas, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Papua Tengah.
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LAMPIRAN
Instrumen Wawancara Penelitian
Judul Penelitian:
Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah
A. Identitas Informan
1. Nama Informan :
2. Jabatan :
3. Unit Kerja :
4. Masa Kerja :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Tanggal Wawancara :
A. Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN
(Rumusan Masalah 1)
Perencanaan Kepegawaian
1. Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
2. Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Pembinaan Disiplin
3. Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
4. Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
5. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Pengawasan
6. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
7. Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
8. Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Penegakan Disiplin
9. Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
B. Upaya Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
(Rumusan Masalah 2)
Pengembangan Kompetensi
11. Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
12. Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
13. Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
14. Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Pengembangan Karier
15. Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
16. Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Penilaian Kinerja
17. Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
18. Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Pemanfaatan Teknologi
19. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
20. Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian
(Rumusan Masalah 3)
Faktor Pendukung
21. Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
22. Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
23. Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
24. Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Faktor Penghambat
25. Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
26. Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
27. Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN? Jelaskan.
28. Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Upaya Perbaikan
29. Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
30. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?













LAMPIRAN WAWANCARA

Informan 1
Identitas Informan
	Uraian
	Keterangan

	Nama
	Yuliten Makai, S.Sos., M.Si.

	Jabatan
	Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah

	Lama Bekerja
	25 Tahun

	Tanggal Wawancara
	23 Juni 2026


Hasil Wawancara Informan 1
Pertanyaan 1. Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan organisasi. Kami berupaya menempatkan pegawai sesuai kompetensinya sehingga setiap ASN memahami tugas dan tanggung jawabnya. Penempatan yang tepat akan mendorong disiplin karena pegawai bekerja sesuai bidang yang dikuasai.
Pertanyaan 2. Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Pembagian tugas telah disusun melalui uraian jabatan dan pembagian fungsi pada setiap bidang. Kami melakukan koordinasi secara rutin agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan serta memastikan setiap pegawai memiliki target kerja yang jelas.
Pertanyaan 3. Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pembinaan dilakukan melalui apel pagi, rapat evaluasi, pembinaan langsung oleh atasan, serta pemberian arahan secara berkala mengenai pentingnya disiplin dan pelayanan publik. Kami lebih mengedepankan pembinaan sebelum memberikan sanksi.
Pertanyaan 4. Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Setiap ada perubahan regulasi kami melakukan sosialisasi melalui rapat dinas, surat edaran, dan pembinaan internal sehingga seluruh pegawai memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran disiplin.
Pertanyaan 5. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Peraturan tersebut telah menjadi pedoman dalam pembinaan ASN. Kami menerapkan aturan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan pembinaan, namun apabila terjadi pelanggaran yang berulang maka sanksi administratif tetap diberikan sesuai ketentuan.
Pertanyaan 6. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Pengawasan dilakukan melalui absensi elektronik, laporan kehadiran harian, serta pengawasan langsung oleh masing-masing kepala bidang. Data kehadiran menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja pegawai.
Pertanyaan 7. Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap bidang wajib menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan. Saya juga melakukan monitoring melalui rapat mingguan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Pertanyaan 8. Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan setiap bulan melalui penilaian kehadiran, ketepatan penyelesaian pekerjaan, disiplin administrasi, serta capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan berikutnya.
Pertanyaan 9. Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Kami menerapkan pembinaan secara bertahap. Pelanggaran ringan diberikan teguran lisan, kemudian teguran tertulis apabila tidak ada perubahan. Untuk pelanggaran yang lebih berat diproses sesuai ketentuan disiplin ASN yang berlaku.
Pertanyaan 10. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Secara umum sudah cukup efektif karena tingkat kepatuhan pegawai terus meningkat. Namun masih diperlukan penguatan pengawasan dan peningkatan kesadaran individu agar disiplin menjadi budaya kerja, bukan hanya karena adanya pengawasan.
Pertanyaan 11. Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan kompetensi diidentifikasi melalui evaluasi kinerja, analisis jabatan, serta usulan dari masing-masing bidang mengenai kompetensi yang perlu ditingkatkan sesuai perkembangan tugas.
Pertanyaan 12. Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Pegawai mengikuti pelatihan manajemen pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, aplikasi digital pemerintahan, pelayanan publik, serta pelatihan teknis sesuai bidang koperasi, UMKM, industri, dan perdagangan.
Pertanyaan 13. Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Pemilihan peserta mempertimbangkan kebutuhan organisasi, relevansi jabatan, serta pemerataan kesempatan agar seluruh pegawai memperoleh kesempatan mengembangkan kompetensi.
Pertanyaan 14. Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan memberikan dampak positif karena pegawai menjadi lebih memahami prosedur kerja, lebih mampu menggunakan aplikasi pemerintahan, serta lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pertanyaan 15. Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan berdasarkan ketentuan kepegawaian dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, pengalaman, integritas, serta kebutuhan organisasi.
Pertanyaan 16. Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Ya, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, hasil evaluasi kinerja, dan persyaratan administrasi sesuai regulasi yang berlaku.
Pertanyaan 17. Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: SKP telah diterapkan sebagai instrumen utama penilaian kinerja. Setiap pegawai menyusun target kerja di awal tahun dan dievaluasi secara berkala oleh atasan langsung.
Pertanyaan 18. Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, pemberian pembinaan, pengembangan kompetensi, serta bahan pertimbangan dalam promosi dan pengembangan karier.
Pertanyaan 19. Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Pemanfaatan sistem informasi sudah cukup baik, terutama untuk pengelolaan data pegawai, absensi, penilaian kinerja, serta administrasi kepegawaian sehingga proses menjadi lebih cepat dan akurat.
Pertanyaan 20. Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Sebagian pegawai masih memerlukan peningkatan kompetensi digital karena kemampuan teknologi informasi belum merata, terutama bagi pegawai yang telah lama bekerja.
Pertanyaan 21. Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Komitmen pimpinan, kerja sama antarpegawai, dukungan regulasi, serta semangat ASN untuk terus belajar merupakan faktor pendukung utama.
Pertanyaan 22. Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan harus menjadi teladan dalam disiplin, memberikan pembinaan, melakukan evaluasi secara objektif, serta membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensinya.
Pertanyaan 23. Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang saling menghargai, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik sangat berpengaruh dalam membentuk disiplin pegawai.
Pertanyaan 24. Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama sudah berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas bidang sehingga penyelesaian program dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai target.
Pertanyaan 25. Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan utama adalah perbedaan tingkat kesadaran disiplin setiap individu, keterbatasan jumlah pegawai pada beberapa bidang, serta proses adaptasi organisasi sebagai provinsi baru.
Pertanyaan 26. Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Keterbatasan anggaran pelatihan dan kesempatan mengikuti pendidikan teknis masih menjadi tantangan sehingga belum seluruh pegawai memperoleh pengembangan kompetensi secara merata.
Pertanyaan 27. Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, anggaran sangat memengaruhi frekuensi pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas pegawai sehingga perlu dukungan anggaran yang lebih memadai.
Pertanyaan 28. Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas kerja ASN, sedangkan keterbatasan fasilitas dapat menghambat pelayanan dan proses administrasi.
Pertanyaan 29. Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan pengawasan, pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif.
Pertanyaan 30. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya merekomendasikan penguatan sistem manajemen kepegawaian berbasis kompetensi, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan budaya kerja yang disiplin, serta peningkatan komitmen seluruh ASN agar mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan melalui analisis beban kerja dan evaluasi kebutuhan setiap bidang. Dengan jumlah pegawai yang sesuai dan pembagian tugas yang jelas, disiplin kerja dapat lebih mudah dibangun karena setiap pegawai memahami tanggung jawabnya.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Pembagian tugas disesuaikan dengan struktur organisasi dan kompetensi pegawai. Kami memastikan setiap bidang memiliki uraian tugas yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan maupun kekosongan tanggung jawab.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pembinaan dilakukan melalui apel pagi, rapat staf, evaluasi rutin, pembinaan individual, dan pemberian arahan secara langsung apabila ditemukan pelanggaran disiplin. Pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas sebelum pemberian sanksi.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Setiap regulasi baru disampaikan melalui rapat dinas, surat edaran, serta pembinaan internal sehingga seluruh ASN mengetahui hak, kewajiban, dan konsekuensi apabila melanggar aturan disiplin.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Peraturan tersebut telah menjadi pedoman dalam pembinaan ASN. Setiap pelanggaran ditangani sesuai tingkat pelanggaran dengan tetap memperhatikan asas pembinaan dan keadilan.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Pengawasan dilakukan melalui absensi elektronik, laporan harian, monitoring oleh kepala bidang, serta pemeriksaan berkala terhadap tingkat kehadiran pegawai.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap kepala bidang menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan kepada sekretariat. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah target pekerjaan telah diselesaikan sesuai jadwal.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan melalui penilaian kehadiran, penyelesaian pekerjaan, perilaku kerja, dan capaian SKP. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat pimpinan sebagai dasar pembinaan.
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Pelanggaran ringan diberikan teguran lisan terlebih dahulu. Jika tidak ada perubahan maka diberikan teguran tertulis sesuai mekanisme disiplin ASN sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.
Pertanyaan 10.
Menurut Bapak, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Secara umum sudah berjalan cukup baik karena tingkat kehadiran pegawai semakin meningkat. Namun masih diperlukan pengawasan yang konsisten agar disiplin menjadi budaya kerja seluruh ASN.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan kompetensi ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masing-masing bidang kerja.
Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Pegawai mengikuti berbagai pelatihan seperti administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, penggunaan aplikasi pemerintahan, serta pelatihan teknis sesuai bidang tugas.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Pemilihan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, relevansi jabatan, hasil evaluasi kinerja, serta kesempatan yang diberikan secara bergilir kepada seluruh pegawai.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan sangat membantu meningkatkan kemampuan teknis maupun administrasi pegawai sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, tepat, dan sesuai prosedur.
Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan melalui mekanisme merit system dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman kerja, integritas, pendidikan, dan hasil penilaian kinerja.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Ya, promosi jabatan mengacu pada kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi sehingga pejabat yang dipilih diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: SKP telah dilaksanakan oleh seluruh ASN sebagai dasar penilaian kinerja. Setiap pegawai menyusun target kerja tahunan yang kemudian dievaluasi oleh atasan langsung.
Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja, memberikan pembinaan, menentukan kebutuhan pelatihan, serta menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Sistem informasi kepegawaian telah membantu proses administrasi, pengelolaan data pegawai, absensi, penilaian kinerja, dan penyusunan laporan sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Masih terdapat beberapa pegawai yang memerlukan peningkatan kemampuan digital sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar seluruh ASN mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Komitmen pimpinan, koordinasi antarbidang, dukungan regulasi, dan semangat pegawai untuk meningkatkan kemampuan merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan manajemen kepegawaian.
Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, melakukan pembinaan secara berkelanjutan, memberikan motivasi, dan memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensinya.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang mengedepankan tanggung jawab, kerja sama, dan profesionalisme akan membentuk perilaku disiplin sehingga pegawai terdorong bekerja secara optimal.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama antarpegawai sudah berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas bidang sehingga pelaksanaan program dapat diselesaikan secara efektif.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dihadapi adalah perbedaan karakter pegawai, keterbatasan jumlah SDM pada beberapa bidang, serta proses adaptasi terhadap perubahan sistem kerja.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Belum semua pegawai memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan karena keterbatasan anggaran dan kuota peserta dari penyelenggara pelatihan.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Sangat memengaruhi karena pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pertanyaan 28.
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Ketersediaan sarana kerja, perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendukung sangat menentukan kelancaran administrasi kepegawaian dan pelayanan publik.
Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Perlu dilakukan peningkatan pembinaan disiplin, pelatihan berbasis kompetensi, penguatan pengawasan, pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi, serta evaluasi kinerja yang objektif dan berkelanjutan.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Bapak untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya merekomendasikan agar sistem manajemen kepegawaian terus diperkuat melalui penerapan sistem merit, digitalisasi administrasi kepegawaian, peningkatan kualitas kepemimpinan, pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, serta pembentukan budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan dengan melihat beban kerja pada setiap seksi di Bidang Perindustrian. Penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan disiplin kerja lebih mudah dibangun.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Setiap pegawai telah memiliki uraian tugas yang jelas sesuai jabatan masing-masing. Pembagian pekerjaan dilakukan secara proporsional sehingga seluruh pegawai memiliki tanggung jawab yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pembinaan dilakukan melalui apel pagi, rapat evaluasi, arahan langsung, serta monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan. Kami selalu mengingatkan pentingnya disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab ASN.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Sosialisasi dilakukan melalui rapat internal, penyampaian surat edaran, dan pembinaan langsung dari pimpinan agar seluruh pegawai memahami aturan disiplin yang berlaku.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam pembinaan disiplin. Apabila terdapat pelanggaran, penyelesaiannya dilakukan sesuai prosedur dengan tetap mengutamakan pembinaan terlebih dahulu.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Kehadiran dipantau melalui sistem absensi elektronik dan diawasi langsung oleh kepala bidang. Rekapitulasi kehadiran menjadi bahan evaluasi setiap bulan.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap kegiatan dipantau melalui laporan mingguan dan rapat koordinasi. Dengan cara tersebut kami dapat mengetahui perkembangan pekerjaan maupun kendala yang dihadapi pegawai.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan berdasarkan kehadiran, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, perilaku kerja, serta capaian target yang telah ditetapkan dalam SKP.
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Apabila terdapat pelanggaran ringan diberikan pembinaan dan teguran lisan terlebih dahulu. Jika pelanggaran berulang maka diberikan teguran tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan 10.
Menurut Ibu, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Menurut saya sudah cukup efektif karena sebagian besar pegawai menunjukkan kedisiplinan yang baik. Namun pengawasan tetap harus dilakukan secara konsisten agar disiplin dapat dipertahankan.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan kompetensi ditentukan melalui evaluasi pekerjaan, perkembangan regulasi, serta kebutuhan teknis pada masing-masing bidang.
Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Pegawai telah mengikuti pelatihan mengenai pengembangan industri kecil menengah, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan penggunaan aplikasi pemerintahan berbasis digital.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Pemilihan peserta disesuaikan dengan bidang tugas, kebutuhan organisasi, dan kesempatan yang tersedia sehingga pelatihan dapat memberikan manfaat yang maksimal.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan sangat membantu pegawai dalam memahami regulasi baru, meningkatkan kemampuan teknis, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja, pendidikan, dan hasil penilaian kinerja sehingga prosesnya berjalan lebih objektif.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Ya, promosi jabatan mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman kerja, serta kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: Setiap ASN menyusun SKP pada awal tahun sebagai dasar pelaksanaan tugas, kemudian dilakukan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung.
Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pegawai, menentukan kebutuhan pembinaan, serta memberikan rekomendasi pengembangan kompetensi.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Pemanfaatan sistem informasi sudah sangat membantu dalam pengelolaan data pegawai, absensi, penilaian kinerja, dan administrasi kepegawaian sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Masih terdapat pegawai yang memerlukan pendampingan dalam penggunaan aplikasi berbasis digital sehingga pelatihan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Komitmen pimpinan, kerja sama antarpegawai, komunikasi yang baik, dan semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan merupakan faktor pendukung utama.
Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan memiliki peran sebagai teladan, pembina, motivator, sekaligus evaluator sehingga sangat menentukan keberhasilan peningkatan disiplin dan kompetensi pegawai.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang mengutamakan tanggung jawab, kerja sama, dan profesionalisme akan membentuk perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama antarpegawai berjalan dengan baik karena setiap kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi lintas bidang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dirasakan adalah perbedaan tingkat motivasi pegawai, keterbatasan jumlah SDM pada beberapa bidang, serta meningkatnya beban kerja seiring berkembangnya organisasi.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Kendala utamanya adalah keterbatasan anggaran pelatihan dan belum meratanya kesempatan mengikuti pendidikan maupun pelatihan teknis.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, karena anggaran yang terbatas menyebabkan jumlah pelatihan dan kegiatan pengembangan kompetensi belum dapat menjangkau seluruh pegawai.
Pertanyaan 28.
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Sarana kerja yang memadai sangat mendukung kelancaran administrasi, koordinasi, dan pelayanan. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menghambat efektivitas pekerjaan.
Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Menurut saya perlu dilakukan pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan pengawasan, penerapan sistem penghargaan, serta pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Ibu untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya merekomendasikan agar pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara berkelanjutan, sistem penilaian kinerja semakin objektif, pemanfaatan teknologi informasi terus ditingkatkan, serta budaya kerja disiplin dan profesional terus diperkuat agar mampu mendukung pencapaian target organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Menurut saya, perencanaan kebutuhan pegawai sudah dilakukan dengan cukup baik melalui pembagian tugas pada setiap bidang. Dengan pembagian pekerjaan yang jelas, kami mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga disiplin kerja menjadi lebih mudah diterapkan.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Setiap pegawai memperoleh tugas sesuai jabatan dan bidang kerja. Atasan juga selalu memberikan penjelasan mengenai target pekerjaan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pembinaan dilakukan melalui apel pagi, rapat rutin, pengarahan langsung, serta evaluasi pekerjaan. Pimpinan juga sering mengingatkan pentingnya menjaga disiplin sebagai ASN.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Kami memperoleh informasi melalui rapat dinas, surat edaran, dan penjelasan langsung dari pimpinan mengenai aturan disiplin serta kewajiban sebagai ASN.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya penerapannya sudah berjalan dengan baik. Pegawai memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi sehingga sebagian besar berusaha mematuhi ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Kehadiran dipantau menggunakan absensi elektronik dan diawasi oleh atasan langsung. Jika ada keterlambatan biasanya langsung diberikan pembinaan.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Atasan selalu memonitor perkembangan pekerjaan melalui laporan dan koordinasi setiap minggu sehingga pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan berdasarkan kehadiran, penyelesaian pekerjaan, perilaku kerja, dan capaian target yang telah ditentukan dalam SKP.
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Biasanya diberikan teguran secara lisan terlebih dahulu. Jika pelanggaran terus berulang maka diberikan teguran tertulis sesuai aturan yang berlaku.


Pertanyaan 10.
Menurut Bapak, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Menurut saya sudah cukup efektif karena sebagian besar pegawai telah memiliki kesadaran untuk hadir tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan pelatihan ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang kami laksanakan dan hasil evaluasi dari pimpinan mengenai kemampuan pegawai.
Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Saya pernah mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, penggunaan aplikasi pemerintahan, dan beberapa pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaan.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Peserta dipilih berdasarkan kebutuhan organisasi, bidang tugas, dan kesempatan yang tersedia sehingga pelatihan dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang membutuhkan.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan sangat membantu saya dalam memahami prosedur kerja dan penggunaan aplikasi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih baik.
Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kinerja, pengalaman, pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Menurut saya sudah mempertimbangkan kompetensi, walaupun masih diperlukan peningkatan transparansi agar seluruh pegawai memahami proses yang dilakukan.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: Setiap tahun kami menyusun SKP sesuai tugas masing-masing, kemudian dievaluasi oleh atasan sebagai dasar penilaian kinerja.
Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP menjadi bahan evaluasi bagi pegawai untuk memperbaiki kinerja serta menjadi dasar pembinaan dan pengembangan kompetensi.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Sistem informasi kepegawaian sangat membantu karena administrasi pegawai menjadi lebih cepat, data lebih mudah diakses, dan proses pelaporan menjadi lebih tertib.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Masih ada pegawai yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital sehingga membutuhkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya dukungan pimpinan, kerja sama tim, komunikasi yang baik, dan komitmen pegawai merupakan faktor yang paling mendukung.


Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan selalu memberikan arahan, motivasi, serta menjadi contoh dalam disiplin kerja sehingga pegawai terdorong untuk bekerja lebih baik.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang saling menghargai, disiplin, dan bertanggung jawab membuat pegawai merasa memiliki kewajiban untuk memberikan kinerja terbaik.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama antarpegawai sudah cukup baik. Kami saling membantu apabila ada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama sehingga target organisasi dapat tercapai.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dirasakan adalah perbedaan motivasi setiap pegawai, tingginya beban kerja pada waktu tertentu, serta proses penyesuaian terhadap perubahan sistem kerja.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Belum semua pegawai memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan karena keterbatasan anggaran dan kuota peserta.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, karena keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Sarana kerja seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi sangat mendukung kelancaran pekerjaan. Jika fasilitas kurang memadai maka pekerjaan menjadi lebih lambat.
Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Perlu peningkatan pelatihan, pengawasan yang konsisten, pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi, serta pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus agar disiplin menjadi budaya kerja.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Bapak untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Menurut saya, sistem manajemen kepegawaian perlu terus diperkuat melalui peningkatan kompetensi ASN, pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan, optimalisasi sistem informasi kepegawaian, peningkatan pengawasan disiplin, serta pemberian penghargaan dan pembinaan yang berkelanjutan agar seluruh pegawai mampu bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Menurut saya, perencanaan kebutuhan pegawai sudah dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja pada setiap bidang. Pembagian tugas yang jelas membuat kami memahami tanggung jawab masing-masing sehingga lebih mudah bekerja secara disiplin.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Setiap pegawai memperoleh tugas sesuai jabatan dan fungsi masing-masing. Atasan juga memberikan target pekerjaan sehingga kami mengetahui prioritas yang harus diselesaikan.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pimpinan selalu memberikan arahan pada saat apel pagi, rapat, maupun ketika melakukan evaluasi pekerjaan. Pembinaan dilakukan dengan mengingatkan pentingnya disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Sosialisasi dilakukan melalui rapat dinas, penyampaian surat edaran, dan penjelasan langsung dari pimpinan apabila terdapat aturan baru mengenai disiplin ASN.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya penerapannya sudah berjalan cukup baik karena seluruh pegawai mengetahui aturan disiplin dan berusaha mematuhinya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Kehadiran dipantau melalui absensi elektronik dan diawasi oleh atasan langsung. Rekapitulasi kehadiran juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja pegawai.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap pekerjaan dipantau oleh kepala bidang melalui laporan kegiatan dan koordinasi rutin sehingga penyelesaian tugas dapat diketahui dengan jelas.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan melalui penilaian kehadiran, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan, perilaku kerja, dan capaian SKP masing-masing pegawai.
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Biasanya diberikan teguran secara lisan terlebih dahulu sebagai bentuk pembinaan. Jika pelanggaran terus berulang maka diberikan teguran tertulis sesuai aturan yang berlaku.
Pertanyaan 10.
Menurut Ibu, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Menurut saya sudah cukup efektif karena sebagian besar pegawai hadir tepat waktu dan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai target, walaupun masih perlu pengawasan secara berkelanjutan.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan pelatihan ditentukan berdasarkan bidang tugas, hasil evaluasi kinerja, dan perubahan regulasi yang harus dipahami oleh pegawai.
Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Saya pernah mengikuti pelatihan pelayanan publik, administrasi perkantoran, penggunaan aplikasi pemerintahan, dan pelatihan teknis sesuai pekerjaan.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Peserta dipilih berdasarkan kebutuhan organisasi, bidang pekerjaan, dan kesempatan yang tersedia sehingga pelatihan dapat memberikan manfaat bagi pegawai.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan sangat membantu karena saya menjadi lebih memahami prosedur kerja, penggunaan aplikasi, serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.
Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kinerja, kompetensi, pengalaman kerja, serta persyaratan yang telah ditentukan dalam sistem kepegawaian.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Menurut saya sudah mempertimbangkan kompetensi dan kinerja pegawai, walaupun pengembangan kompetensi masih perlu terus ditingkatkan.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: Setiap pegawai menyusun SKP sesuai tugas pokoknya, kemudian dievaluasi secara berkala oleh atasan langsung sebagai dasar penilaian kinerja.
Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pegawai, menentukan kebutuhan pelatihan, dan sebagai dasar pembinaan oleh pimpinan.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Sistem informasi kepegawaian sangat membantu dalam pengelolaan data pegawai, absensi, penyusunan laporan, dan administrasi sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan tertib.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Masih terdapat beberapa pegawai yang memerlukan pelatihan tambahan agar lebih mahir menggunakan aplikasi dan sistem administrasi berbasis digital.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya dukungan pimpinan, kerja sama antarpegawai, komunikasi yang baik, serta semangat untuk belajar menjadi faktor yang paling mendukung.
Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan selalu memberikan motivasi, arahan, dan contoh yang baik sehingga pegawai terdorong untuk bekerja lebih disiplin dan meningkatkan kemampuan.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang saling menghargai, bertanggung jawab, dan disiplin membuat pegawai merasa memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama sudah berjalan cukup baik. Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan bantuan, kami saling mendukung agar pekerjaan selesai tepat waktu.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dirasakan adalah perbedaan tingkat kesadaran disiplin setiap pegawai, beban kerja yang meningkat pada waktu tertentu, dan penyesuaian terhadap sistem kerja baru.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Kendala utamanya adalah keterbatasan kesempatan mengikuti pelatihan dan masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan kompetensi.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, karena anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan belum dapat diberikan kepada seluruh pegawai secara merata.
Pertanyaan 28.
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Sarana kerja yang memadai sangat membantu kelancaran pekerjaan. Jika fasilitas kurang lengkap, penyelesaian pekerjaan menjadi lebih lambat dan kurang efisien.
Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Perlu peningkatan pelatihan secara berkala, pengawasan yang konsisten, pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, serta pembinaan yang berkelanjutan agar disiplin menjadi budaya kerja.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Ibu untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya berharap pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan secara merata melalui pelatihan yang berkelanjutan, sistem penilaian kinerja semakin objektif, pemanfaatan teknologi informasi terus ditingkatkan, serta pembinaan disiplin dilakukan secara konsisten agar seluruh ASN mampu bekerja lebih profesional, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Menurut saya, perencanaan kebutuhan pegawai sudah dilakukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan masing-masing bidang. Dengan pembagian pegawai yang sesuai, pelaksanaan tugas menjadi lebih teratur sehingga disiplin kerja dapat berjalan dengan baik.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Setiap pegawai memiliki uraian tugas yang jelas sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Pembagian pekerjaan dilakukan secara merata sehingga setiap pegawai mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pimpinan secara rutin memberikan arahan pada saat apel pagi, rapat staf, dan evaluasi pekerjaan. Selain itu, apabila terdapat pegawai yang kurang disiplin, pimpinan memberikan pembinaan secara langsung agar kesalahan tidak terulang.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Sosialisasi dilakukan melalui rapat dinas, penyampaian surat edaran, dan penjelasan langsung mengenai ketentuan disiplin ASN sehingga seluruh pegawai memahami aturan yang berlaku.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya, penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 sudah berjalan cukup baik. Pegawai memahami hak dan kewajibannya sehingga berusaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Pengawasan dilakukan melalui absensi elektronik, pemeriksaan daftar hadir, serta pengawasan langsung oleh kepala bidang terhadap kehadiran dan ketepatan waktu pegawai.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap pekerjaan dipantau oleh atasan melalui laporan kegiatan, rapat evaluasi, dan koordinasi rutin sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dikendalikan sesuai target.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat kehadiran, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, perilaku kerja, serta pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Pelanggaran ringan biasanya diberikan teguran lisan terlebih dahulu. Apabila tidak ada perubahan, maka diberikan teguran tertulis sesuai ketentuan disiplin ASN.
Pertanyaan 10.
Menurut Bapak, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Menurut saya sudah cukup efektif karena sebagian besar pegawai telah memahami pentingnya disiplin. Namun pengawasan tetap perlu dilakukan secara konsisten agar kedisiplinan terus meningkat.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan kompetensi ditentukan berdasarkan evaluasi kinerja, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pekerjaan pada masing-masing bidang.
Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Saya pernah mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, penggunaan aplikasi pemerintahan, serta pelatihan teknis yang berkaitan dengan tugas di bidang kerja.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi pegawai, dan relevansi pelatihan dengan tugas yang dijalankan.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan sangat membantu meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.
Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilaksanakan berdasarkan kompetensi, pengalaman kerja, pendidikan, serta hasil penilaian kinerja sehingga prosesnya lebih objektif.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Menurut saya sudah mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kinerja pegawai sehingga promosi jabatan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: Setiap ASN menyusun SKP sesuai tugas pokoknya pada awal tahun, kemudian dilakukan evaluasi oleh atasan secara berkala untuk mengukur pencapaian target kerja.

Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, pembinaan, pemberian pelatihan, dan pertimbangan dalam pengembangan karier pegawai.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Sistem informasi kepegawaian sangat membantu dalam pengelolaan data pegawai, absensi, administrasi, serta penyusunan laporan sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Masih terdapat beberapa pegawai yang belum sepenuhnya menguasai aplikasi digital sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Komitmen pimpinan, komunikasi yang baik, kerja sama antarpegawai, serta adanya regulasi yang jelas menjadi faktor utama yang mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian.
Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan memiliki peran yang sangat penting karena memberikan teladan, motivasi, arahan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pegawai sehingga disiplin dan kompetensi terus meningkat.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang disiplin, saling menghargai, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik mendorong pegawai untuk bekerja lebih profesional.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama antarpegawai sudah berjalan dengan baik melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target organisasi.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dihadapi adalah perbedaan tingkat kesadaran disiplin setiap pegawai, meningkatnya beban kerja, serta proses adaptasi terhadap perubahan sistem administrasi pemerintahan.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Kendala yang paling dirasakan adalah keterbatasan anggaran pelatihan dan belum meratanya kesempatan seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, karena keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pelatihan dan pembinaan kompetensi belum dapat dilaksanakan secara maksimal kepada seluruh pegawai.
Pertanyaan 28.
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan. Apabila fasilitas kurang memadai, proses administrasi dan pelayanan menjadi kurang optimal.

Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Perlu dilakukan pembinaan disiplin secara berkelanjutan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta evaluasi kinerja yang lebih konsisten.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Bapak untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya merekomendasikan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian melalui pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan, penguatan sistem pengawasan disiplin, optimalisasi sistem informasi kepegawaian, serta membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Menurut saya, perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pekerjaan dan kebutuhan pada setiap bidang. Pembagian pegawai yang sesuai membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih teratur sehingga disiplin kerja dapat ditingkatkan.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Pembagian tugas dilakukan berdasarkan jabatan dan uraian tugas masing-masing pegawai. Dengan pembagian yang jelas, setiap pegawai mengetahui tanggung jawabnya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara tertib.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pimpinan selalu memberikan pembinaan melalui apel pagi, rapat evaluasi, arahan langsung, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pendekatan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan daripada pemberian sanksi.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Sosialisasi dilakukan melalui rapat dinas, surat edaran, serta penjelasan langsung dari pimpinan sehingga seluruh pegawai memahami aturan disiplin yang berlaku.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya penerapannya sudah cukup baik karena seluruh pegawai memahami kewajiban sebagai ASN. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Pengawasan dilakukan melalui absensi elektronik, pemeriksaan daftar hadir, dan pengawasan langsung oleh atasan sehingga kehadiran pegawai dapat dipantau setiap hari.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap pekerjaan dipantau melalui laporan kegiatan, rapat koordinasi, dan evaluasi rutin sehingga pimpinan mengetahui perkembangan penyelesaian pekerjaan pada setiap bidang.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, perilaku kerja, serta pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Apabila terdapat pelanggaran ringan biasanya diberikan teguran lisan terlebih dahulu. Jika pelanggaran terus berulang maka diberikan teguran tertulis sesuai aturan disiplin ASN.
Pertanyaan 10.
Menurut Ibu, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Menurut saya sudah cukup efektif karena sebagian besar pegawai memiliki kesadaran untuk bekerja tepat waktu dan menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab. Namun pengawasan tetap perlu dilakukan secara konsisten.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan pengembangan kompetensi ditentukan berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masing-masing bidang.
Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Saya pernah mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan arsip, penggunaan aplikasi pemerintahan, dan pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaan.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Peserta dipilih berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi yang dibutuhkan, serta kesempatan yang diberikan secara bergiliran kepada pegawai.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan sangat bermanfaat karena meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis, dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai perkembangan regulasi dan teknologi.
Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kompetensi, masa kerja, pengalaman, pendidikan, serta hasil penilaian kinerja sehingga prosesnya berjalan sesuai ketentuan.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Menurut saya sudah mempertimbangkan kompetensi dan kinerja pegawai, walaupun peningkatan kompetensi melalui pelatihan masih perlu terus dilakukan.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: Setiap pegawai menyusun SKP sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pelaksanaannya dievaluasi oleh atasan secara berkala sebagai dasar penilaian kinerja.
Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja, pembinaan, pemberian pelatihan, dan pertimbangan dalam pengembangan karier ASN.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Sistem informasi kepegawaian sangat membantu dalam pengelolaan data pegawai, absensi, penyusunan laporan, dan administrasi kepegawaian sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan tertib.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Sebagian pegawai yang telah lama bekerja masih memerlukan pelatihan tambahan agar semakin terbiasa menggunakan aplikasi pemerintahan berbasis digital.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Komitmen pimpinan, komunikasi yang baik, kerja sama antarpegawai, serta adanya aturan yang jelas merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan manajemen kepegawaian.
Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan menjadi teladan dalam disiplin, memberikan pembinaan, motivasi, arahan, dan kesempatan mengikuti pelatihan sehingga pegawai terdorong meningkatkan kompetensinya.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang menekankan tanggung jawab, profesionalisme, kerja sama, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memengaruhi terbentuknya perilaku disiplin ASN.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama antarpegawai sudah berjalan dengan baik. Kami saling membantu dan berkoordinasi dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga target organisasi dapat tercapai.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dihadapi adalah perbedaan tingkat kesadaran disiplin antarpegawai, meningkatnya beban kerja, serta proses penyesuaian terhadap sistem administrasi yang terus berkembang.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Kendala yang paling dirasakan adalah keterbatasan anggaran, terbatasnya kuota pelatihan, dan belum meratanya kesempatan bagi seluruh pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, karena keterbatasan anggaran mengakibatkan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal kepada seluruh pegawai.
Pertanyaan 28.
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan. Sebaliknya, apabila fasilitas kurang memadai maka pekerjaan menjadi kurang efektif.

Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Menurut saya perlu dilakukan pembinaan disiplin secara berkelanjutan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan pengawasan, pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Ibu untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya merekomendasikan agar pemerintah daerah terus memperkuat manajemen kepegawaian melalui peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan, pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan, penguatan sistem pengawasan disiplin, optimalisasi sistem informasi kepegawaian, serta pembentukan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik agar kinerja organisasi semakin meningkat.
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Pertanyaan 1.
Bagaimana perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan untuk mendukung peningkatan disiplin ASN?
Jawaban: Menurut saya, perencanaan kebutuhan pegawai telah dilakukan melalui analisis kebutuhan organisasi dan pembagian beban kerja pada setiap bidang. Dengan penempatan pegawai yang sesuai kompetensi, pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah sehingga kedisiplinan dapat terus ditingkatkan.
Pertanyaan 2.
Bagaimana pembagian tugas dan beban kerja agar pegawai dapat bekerja secara tertib dan disiplin?
Jawaban: Setiap pegawai memperoleh tugas sesuai uraian jabatan dan fungsi masing-masing. Pembagian pekerjaan dilakukan secara proporsional sehingga setiap pegawai memahami target dan tanggung jawab yang harus diselesaikan.
Pertanyaan 3.
Bagaimana bentuk pembinaan disiplin yang dilakukan oleh pimpinan terhadap ASN?
Jawaban: Pembinaan dilakukan secara rutin melalui apel pagi, rapat evaluasi, pengarahan langsung, monitoring pekerjaan, dan pemberian motivasi agar seluruh pegawai tetap menjaga disiplin dalam bekerja.
Pertanyaan 4.
Bagaimana sosialisasi mengenai peraturan disiplin ASN kepada seluruh pegawai?
Jawaban: Sosialisasi dilakukan melalui rapat dinas, penyampaian surat edaran, diskusi internal, dan pembinaan langsung sehingga seluruh pegawai memahami ketentuan disiplin ASN.
Pertanyaan 5.
Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS di instansi ini?
Jawaban: Menurut saya penerapan PP Nomor 94 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Pegawai telah memahami kewajiban dan larangan sebagai ASN, sedangkan pelanggaran ditangani sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertanyaan 6.
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kehadiran dan jam kerja ASN?
Jawaban: Pengawasan dilakukan melalui absensi elektronik, pemantauan oleh kepala bidang, dan evaluasi kehadiran secara berkala sebagai bagian dari penilaian disiplin pegawai.
Pertanyaan 7.
Bagaimana pengawasan terhadap penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab pegawai?
Jawaban: Setiap pekerjaan dipantau melalui laporan pelaksanaan kegiatan, rapat koordinasi, dan evaluasi rutin sehingga pimpinan dapat mengetahui perkembangan pekerjaan masing-masing pegawai.
Pertanyaan 8.
Bagaimana evaluasi disiplin pegawai dilakukan secara berkala?
Jawaban: Evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, penyelesaian tugas tepat waktu, perilaku kerja, dan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Pertanyaan 9.
Bagaimana pemberian teguran atau sanksi kepada ASN yang melanggar disiplin?
Jawaban: Pelanggaran ringan biasanya diberikan pembinaan dan teguran lisan. Jika pelanggaran masih berulang maka diberikan teguran tertulis atau sanksi sesuai ketentuan disiplin ASN.
Pertanyaan 10.
Menurut Bapak, apakah sistem pembinaan disiplin yang diterapkan saat ini sudah berjalan efektif? Mengapa?
Jawaban: Menurut saya sudah cukup efektif karena sebagian besar pegawai memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan kerja. Namun pengawasan dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkesinambungan.
Pertanyaan 11.
Bagaimana instansi mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN?
Jawaban: Kebutuhan kompetensi ditentukan melalui hasil evaluasi kinerja, perubahan regulasi, kebutuhan organisasi, dan perkembangan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas.

Pertanyaan 12.
Program pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada ASN?
Jawaban: Pegawai telah mengikuti pelatihan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, penggunaan aplikasi pemerintahan, serta pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaan.
Pertanyaan 13.
Bagaimana proses pemilihan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan?
Jawaban: Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, relevansi dengan bidang tugas, kompetensi pegawai, dan kesempatan yang tersedia.
Pertanyaan 14.
Sejauh mana pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas?
Jawaban: Pelatihan memberikan manfaat yang besar karena meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan, serta membantu pegawai menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan teknologi pemerintahan.
Pertanyaan 15.
Bagaimana sistem pengembangan karier ASN diterapkan?
Jawaban: Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, integritas, pengalaman, dan ketentuan sistem merit sehingga prosesnya lebih objektif.
Pertanyaan 16.
Apakah promosi jabatan telah mempertimbangkan kompetensi pegawai?
Jawaban: Menurut saya sudah mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, pendidikan, dan hasil penilaian kinerja sehingga promosi jabatan lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pertanyaan 17.
Bagaimana pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di instansi ini?
Jawaban: Seluruh ASN menyusun SKP setiap tahun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pelaksanaannya dievaluasi secara berkala oleh atasan sebagai dasar penilaian kinerja.
Pertanyaan 18.
Bagaimana hasil penilaian SKP dimanfaatkan dalam pembinaan pegawai?
Jawaban: Hasil SKP dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai, menentukan kebutuhan pembinaan dan pelatihan, serta menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karier.
Pertanyaan 19.
Bagaimana pemanfaatan sistem informasi kepegawaian dalam mendukung pengelolaan ASN?
Jawaban: Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian sudah sangat membantu proses administrasi, pengelolaan data pegawai, absensi, penilaian kinerja, serta penyusunan laporan secara lebih cepat dan akurat.
Pertanyaan 20.
Apa kendala ASN dalam mengikuti perkembangan teknologi administrasi pemerintahan?
Jawaban: Masih terdapat beberapa pegawai yang memerlukan peningkatan kemampuan digital sehingga pelatihan teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Pertanyaan 21.
Faktor apa yang paling mendukung keberhasilan pelaksanaan manajemen kepegawaian di instansi ini?
Jawaban: Komitmen pimpinan, komunikasi yang efektif, kerja sama antarpegawai, dukungan regulasi, dan budaya kerja yang baik merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan manajemen kepegawaian.
Pertanyaan 22.
Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan kompetensi ASN?
Jawaban: Pimpinan memiliki peran yang sangat penting sebagai teladan, pembina, motivator, dan evaluator sehingga mampu mendorong pegawai untuk bekerja lebih disiplin dan profesional.
Pertanyaan 23.
Bagaimana budaya kerja organisasi memengaruhi kedisiplinan pegawai?
Jawaban: Budaya kerja yang mengutamakan integritas, tanggung jawab, kerja sama, dan pelayanan kepada masyarakat mampu membentuk perilaku disiplin yang positif di lingkungan kerja.
Pertanyaan 24.
Bagaimana kerja sama antarpegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi?
Jawaban: Kerja sama antarpegawai sudah berjalan dengan baik melalui koordinasi yang intensif, saling membantu dalam penyelesaian pekerjaan, serta komunikasi yang terbuka antarbidang.
Pertanyaan 25.
Apa hambatan utama dalam meningkatkan disiplin ASN?
Jawaban: Hambatan yang masih dihadapi antara lain perbedaan tingkat kesadaran disiplin pegawai, keterbatasan jumlah SDM pada beberapa bidang, serta penyesuaian terhadap perubahan sistem administrasi pemerintahan.
Pertanyaan 26.
Apa kendala dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai?
Jawaban: Kendala yang paling dirasakan adalah keterbatasan anggaran, terbatasnya kuota pelatihan, dan belum meratanya kesempatan seluruh ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Pertanyaan 27.
Apakah keterbatasan anggaran memengaruhi pembinaan ASN?
Jawaban: Ya, karena anggaran sangat menentukan jumlah pelatihan, pembinaan, dan kegiatan peningkatan kapasitas ASN sehingga apabila anggaran terbatas maka pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal.
Pertanyaan 28.
Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian?
Jawaban: Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu efektivitas pekerjaan, terutama perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendukung administrasi kepegawaian.
Pertanyaan 29.
Strategi apa yang perlu dilakukan agar disiplin dan kompetensi ASN semakin meningkat?
Jawaban: Menurut saya diperlukan pembinaan disiplin secara berkelanjutan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, penguatan sistem pengawasan, pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaian.
Pertanyaan 30.
Apa rekomendasi Bapak untuk menyempurnakan sistem manajemen kepegawaian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah?
Jawaban: Saya merekomendasikan agar manajemen kepegawaian terus dikembangkan melalui penguatan sistem merit, peningkatan kompetensi ASN secara berkelanjutan, pemerataan kesempatan mengikuti pelatihan, digitalisasi administrasi kepegawaian, penguatan budaya kerja disiplin, serta peningkatan komitmen seluruh pegawai agar mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
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